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ABSTRAK

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian lapangan yang bertujuan untuk
mendeskripsikan fenomena pengosongan kolom agama studi tentang pemenuhan
hak penganut Sapta Darma Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Pertanyaan
penelitian ini adalah membahas bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pihak
Kecamatan Menganti dan Dispenduk Gresik terhadap warga yang kolom agama
di Kartu Tanda Penduduknya kosong khususnya warga penganut Sapta Darma.

Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi dan pelayanan publik.
Dalam penelitian ini Teori pelayanan publik digunakan sebagai alat analisis
dalam mengklasifikasikan fenomena pengosongan kolom agama serta pelayanan
yang diberikan oleh petugas kecamatan dan dispendukcapil. Jenis penelitian ini
adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun informan
dalam penelitian ini adalah warga Sapta Darma, Sekretaris Sapta Darma, Staff
Kependudukan tingkat Kecamatan Menganti, dan Satff Kependudukan tingkat
Dispendukcapil Kabupaten Gresik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) fenomena pengosongan kolom
agama di Kartu Tanda Penduduk warga Sapta Darma Kabupaten Gresik
mempengaruhi pemenuhan hak sipil dan politik mereka meskipun sudah ada
peningkatan positif dari hal tersebut, namun masih ditemukan adanya perbedaan
hak dengan warga pemeluk agama. (2) pelayanan pihak Kecamatan Menganti dan
Dispendukcapil Kabupaten Gresik memang sudah sesuai aturan, namun masih
ditemui masalah-masalah yang menghambat pemenuhan hak sipil dan politik
warga Sapta Darma terkait munculnya kata “Kepercayaan” dalam format terbaru
database kependudukan.

Kata Kunci :Fenomena Pengosongan Kolom Agama, Pemenuhan
Hak, Sapta Darma

Vi



ABSTRACT

This research is a field research that aims to describe the phenomenon of
emptying the religion column of study about the fulfillment of the right of
adherents Sapta Darma Menganti Subdistrict Gresik. The question of this
research is to discuss how the service provided by the District Menganti and
Dispenduk Gresik to the citizens of the religious column in the Card Sign The
residents are empty, especially residents of Sapta Darma.

This research uses phenomenology theory and public service. In this study
Public service theory is used as an analytical tool in classifying the phenomenon
of emptying the religion column as well as services provided by the subdistrict
officers and dispendukcapil. This research is descriptive research conducted with
qualitative approach. The informants in this study are residents Sapta Darma,
Secretary Sapta Darma, Staff Population level Menganti Subdistrict, and Satff
Population level Dispendukcapil Gresik regency.

The result of the research shows that (1) the phenomenon of emptying of
religion column in citizen identity card of Sapta Darma of Gresik Regency
influences the fulfillment of their civil and political rights even though there has
been a positive increase from it, but there is still a difference of rights with the
people of religion. (2) the service of Kecamatan Menganti and Dispendukcapil of
Gresik Regency is in accordance with the rules, but still encountered problems
that hamper the civil and political rights of citizens of Sapta Darma related to the
emergence of the word "Belief" in the latest format of population database.

Keywords: The phenomenon of Emptying Religion Column, Fulfillment Right,
Sapta Darma
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak adalah unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia
sejak manusia itu di dalam kandungan sang ibu sampai akhir kematiannya.
Di dalamnya sering sekali melahirkan gesekan-gesekan antar individu
dalam upaya pemenuhan HAM pada dirinya masing-masing. Hal tersebut
yang kemudian dapat memunculkan pelanggaran HAM seorang individu
terhadap indvidu lain, kelompok terhadap individu, kelompok terhadap

kelompok ataupun sebaliknya.

Hak yang dimaksud di sini adalah hak sipil dan hak politik dimana
kedua-dua nya adalah komponen penting yang meliputi banyak hal dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara Universal Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diartikan
sebagai hak-hak dasar yang dimiliki oleh seseorang karena dari
kedudukannya sebagai manusia. Konsep awal HAM berasal dari ide

tentang hak alamiah yang berasal dari konsep hukum alam.’

Gerakan perlindungan Hak Asasi Manusia muncul setelah
terjadinya perang dunia Il dan peristiwa Holocaust (pembantaian Yahudi

oleh Nazi) yang melahirkan Deklarasi Universal HAM (Universal

Triyanto, “Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional”, Jurnal
PPKn, Vol.1 No.2 (Januari, 2013), 1.



Declaration of Human Rights). Deklarasi ini disahkan oleh Majelis Umum

PBB di Paris Perancis pada tahun 1948.

Agama adalah identitas kerohanian yang di miliki setiap warga
negara republik Indonesia, dimana agama juga menjadi alat pemersatu
antar warga negara. Agama juga dapat dijadikan sebagai identitas diri dari
suatu kelompok, atau individu. Dalam sisi lain agama juga menjadi sebuah
identitas yang amat diperlukan dalam administrasi kependudukan.
Pengosongan kolom agama sering kali membawa pro dan kontra utamanya

dalam hal administrasi kependudukan.®

Agama adalah suatu paham, suatu keyakinan akan adanya sang
pencipta alam semesta, yang didalamnya terdapat sebuah kegiatan-
kegiatan yang menunjukkan akan cinta seorang hamba terhdap sang
pemilik alam semesta. Pada dasarnya semua agama adalah memiliki tujuan
yang baik, tidak ada satupun agama di dunia ini yang menuntun

pemeluknya menuju jalan yang buruk.

Kepercayaan atau keyakinan dan agama memiliki simbol-simbol
dan cara tersendiri dalam mewujudkan dan menunjukkan rasa cintanya
terhadap Yang Maha Esa. Aliran kebatinan dengan cepat berkembang pada
zaman kemerdekaan. Sejak tahun 1945, maka perkembangan agama dan

pendidikan Islam berangsur-angsur maju dan dibimbing oleh Departemen

*Ibid.

3Tohari, “Analisa Pengosongan Kolom Agama di Dalam Kartu Tanda Penduduk”,
http://PemuladiHukumpedia.com/2015/10/20/(Selasa,02 Mei 2017, 13:50).



Agama. Begitu pula dengan aliran kebatinan yang tumbuh dan
berkembang dibawah pimpinan para cendikiawan. Kepercayaan terhadap
kebatinan merupakan sebuah fenomena sosial yang telah tumbuh dan
berkembang sudah cukup lama dikalangan masyarakat Indonesia. Sejak
awal tumbuh dan berkembangnya, seringkali mereka menggunakan nama
“Kebatinan” sebagai sebutan umum untuk semua aliran aliran yang ada,
meski kenyataannya semua aliran yang ada memiliki namanya masing-

masing.

Penghayat kebatinan adalah sebuah kelompok yang minoritas
dalam hal jumlah pengikutnya dan kemunculan atau keberadaannya juga
belum mendapatkan izin dari pemerintah secara resmi seperti halnya enam
agama yang telah diakui di Indonesia ini. Mereka terus melakukan usaha-
usaha untuk mendapatkan pengakuan oleh negara hingga pada akhirnya
pada masa orde baru penghayat kebatinan memperoleh dukungan politik
dari partai Golongan Karya. Lalu pada tahun 1966 dibentuklah Badan

Musyawarah Kebatinan Kejiwaan dan Kerohanian Indonesia.*

Ajaran Kerohanian Sapta Darma sebagai salah satu aliran
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa muncul di tengah
msyarakat Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945,

tepatnya pada tanggal 27 Desember 1952, Hardjosopoero sebagai

*http://Digilib.uinsby.ac.id/(Selasa, 02 Mei 2017, 13:00).



penerima wahyu, mendapat perintah untuk menyebarkan Ajaran Sapta

Darma kepada umat manusia sebagai pegangan hidup.’

Turunnya Wewarah Kerokhanian Sapta Darma adalah merupakan
kehendak mutlak dari Hyang Maha Kuasa dan bukan rekayasa atau racikan
orang-perorangan, melainkan asli diterima oleh putra Bangsa Indonesia
yaitu Bapak Hardjosopoero yang selanjutnya dikenal dengan nama/gelar
Panuntun Agung Sri Gutama pada tanggal 27 Desember 1952 di Pare,

Kediri, Jawa Timur.®

Hardjosopoero pertama kali menyampaikan Ajaran Sapta Darma
adalah kepada teman-teman terdekatnya, lalu kemudian disampaikan pula
kepada masyarakat di sekitar lingkungan tempat Hardjosopoero tinggal
yaitu di Kota Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur. Semenjak itu, cerita
tengtang Ajaran Sapta Darma mulai menyebar ke daerah-daerah lain
sekitar Kota Pare, seperti Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, dan

masih banyak lagi.”

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan salah satunya yang
dilakukan oleh Puji Lestari dalam skripsi yang berjudul Perkembangan

Komunitas Sapta Darma di Kecamatan Juwana Tahun 1958-2005 bahwa:

Aliran Kerohanian Sapta Darma dipertegas menjadi “Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa”. Legalitas kehidupan Kepercayaan Terhadap

°Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma Dan Perjalanan Panuntun Agung
Sri Gutama (Sanggar Candi Sapta Rengga-Surokarsan MG.11/472 Yogyakarta 55151,
2010), 3.

®Ibid.
"lbid.



Tuhan Yang Maha Esa dicantumkan dalam ketetapan MPR RI No.
IV/IMPR/1973 Maret 1973 kemudian dikukuhkan kembali oleh ketetapan
MPR RI No. IV/IMPR/1978-11 Maret 1978, pada judul: GBHN Bidang
Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial
Budaya. Dengan landasan hukum tersebut mencerminkan adanya jaminan
persamaan antara Kepercayaan dan Agama dalam hal peranan, fasilitas
untuk mengamalkan dan mengembangkan ajarannya.®

Dalam penulisan sebuah artikel oleh Tohari yang berjudul Analisa
Pengosongan Kolom Agama di Dalam Kartu Tanda Penduduk

menjelaskan bahwa:

Perhatian yang diberikan oleh pemerintah terhadap penghayat kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa semakin nyata, yaitu dengan lahirnya
keputusan Presiden No. 27 tahun 1978, sebagai realisasi dari ketetapan
MPR No. 1V/1978 tentang pembentukan Direktorat penghayat
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan Direktorat
Jendral Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah
mendapatkan legalitas dari pemerintah, aliran kepercayaan berkembang
dengan pesat.’

Namun perhatian pemerintah di atas belum sepenuhnya menaungi
ataupun merangkul keseluruhan penganut penghayat kepercayaan
utamanya di Indonesia. Karena masih banyak ditemukan masyarakat
penganut penghayat kepercayaan yang masih mengisi kolom agama di
dalam KTP dengan agama lain, ataupun dengan diisi dengan tanda strip,
hal ini memperlihatkan bahwa penganut penghayat kepercayaan masih

belum seutuhnya mendapatkan hak warga sipil mereka seutuhnya.

Lahirnya ketentuan tentang pengosongan kolom agama di KTP

dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi

®Puji Lestari, “Perkembangan Komunitas Sapta Darma Di Kecamatan Juwana Tahun
1958-2005” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas I[lmu Sosial Jurusan Sejarah Universitas
Negeri Semarang 2007), 54. 02 mei 2017, 13:00.

® Thohari, “Analisa Pengosongan Kolom Agama di Dalam Kartu Tanda Penduduk”,
http://PemuladiHukumpedia.com/2015/10/20/ (Selasa, 02 Mei 2017, 13:50).



http://pemuladihukumpedia.com/2015/10/20/

kependudukan.'® Jika kita lihat dengan seksama adalah karena adanya
ketentuan tentang pengakuan agama di Indonesia. Ketentuan tentang
agama yang di akui oleh Negara dalam hal ini telah di atur dalam Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penodaan Agama.
Dalam penjeasan Pasal 1 yang, pada intinya Negara mengakui keberadaan
enam agama yang selama ini telah ada dan dipeluk oleh masyarakat
Indonesia. Keenam agama itu adalah Islam, Katolik, Protestan, Hindu,
Buddha dan Konghucu. Diluar agama diatas pemerintah tetap membiarkan
eksistensinya asal tidak mengganggu dan melanggar ketentuan di

Indonesia. *

Di Kabupaten Gresik sendiri terdapat sekitar 157 warga penghayat
kepercayaan Sapta Darma.'” Para warga ini merasa mendapatkan
diskriminasi oleh negara dikarenakan apa yang mereka yakini tidak dapat
di akui dengan jelas dan gamblang oleh negara, hal ini tidak hanya
mendiskriminasi para individu dalam lingkup kepercayaan, namun juga
menyebabkan beberapa kesulitan dalam pencatatan sipil bagi warga
penganut penghayat kepercayaan. Tidak berhenti disana, yang menjadikan
hal ini menarik untuk dikulik adalah, bagaimana para petugas yang
mempunyai wewenang dalam pencatatan sipil bekerja dalam menangani

hak-hak warga penganut penghayat kepercayaan tersebut. Di sisi lain

“Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Tahun 2010 Tentang Administrasi Kependudukan, (Bandung: Citra Umbara, 2010).
"Tohari, “Analisa Pengosongan Kolom Agama di Dalam Kartu Tanda Penduduk”,
http://PemuladiHukumpedia.com/2015/10/20/(Selasa,02 Mei 2017, 13:50).

“Ingah, Wawancara, Menganti, 02 Februari 2018.



banyak pemeluk agama dan kepercayaan yang tidak diakui oleh Negara
mengalami kebingungan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan
administrasi kependudukan. Tak hanya itu implementasi atas peraturan
pemerintah ini dirasa masih kurang, dan masih menyebabkan diskriminasi
dikarenakan banyak warga penganut penghayat kepercayaan yang merasa

kurang nyaman atas pengosongan kolom agama dalam KTP.

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pemenuhan hak sipil
dan hak politik dan pelayanan oleh pihak Kecamatan Menganti dan pihak
Dispenduk Kabupaten Gresik dalam hal administrasi kependudukan atas
warga yang menganut aliran kepercayaan khususnya warga Sapta Darma
dan memilih mengosongkan kolom agama di dalam Kartu Tanda
Penduduk.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi
rumusan masalah mengenai apa saja fenomena yang muncul dikarenakan
pengosongan kolom agama di KTP di Kecamatan Menganti Kabupaten

Gresik, dapat dirumuskan sebagai berikut,

1. Bagaimana pemenuhan hak sipil dan hak politik para penganut
Sapta Darma di Kabupaten Gresik?

2. Bagaimana pelayanan oleh pihak Kecamatan Menganti dan pihak
Dispenduk Kabupaten Gresik terkait fenomena pengosongan kolom

agama yang dilakukan warga Sapta Darma Kabupaten Gresik?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan,

maka diperoleh manfaat yang diharapkan diri penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak sispil dan hak politik para
penganut Sapta Darma di Kabupaten Gresik dalam pemenuhan
administrasi kependudukan terkait dengan pengosongan kolom
agama.

2. Untuk mengetahui seperti apa pelayanan yang diberikan oleh pihak
Kecamatan Menganti dan pihak Dispenduk Kabupaten Gresik
terkait fenomena pengosongan kolom agama yang dilakukan oleh
warga Sapta Darma.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan persoalan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan,

maka diperoleh manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
a) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk
penelitian-penelitian berikutnya.
b) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lingkungan akademis
maupun sosial kemasyarakatan.
c) Memperkaya literatur serta bahan kajian ilmu politik dalam
upaya pengembangan keilmuan.

2. Manfaat Praktis



a) Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

b) Dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam
bidang pendidikan dan umum.

c) Sebagai tempat atau sarana pengembangan ilmu bagi penulis
secara pribadi.

d) Diharapkan penelitian ini bisa membantu masyarakat
mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan
hak sipil dan politik pada penganut pehayat kepercayaan salah
satunya Sapta Darma.

E. Definisi Konseptual

1. Hak Sipil dan Hak Politik

Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human
Rights) adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh
Majelis Umum PBB (A/RES/217, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot,
Paris). Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggarisbesarkan
pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan HAM kepada semua
orang (Wikipedia, 2009)."

Sedangkan Kovenan Internasional Hak-Hak Sosial dan Politik
(1966) atau International Covenan on Civil and Political Rights (ICCPR)

merupakan produk Perang Dingin. la merupakan hasil kompromi politik

BTriyanto, “Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional”, Jurnal
PPKn, Vol.1 No.2 (Januari, 2013), 2.
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yang keras antara kekuatan negara blok Sosialis melawan negara blok
Kapitalis.**

Dalam kovenan hak sipil dan politik didalamnya tidak memberikan
pengertian secara rinci tentang pengertian hak sipil dan politik. Namun
menurut Ifdhal Kasim dalam bukunya yang berjudul hak sipil dan politik,
2001, beliau menyimpulkan:

Bahwa hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan
melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya
oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya
dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung
jawab negara.”

Hak-Hak Sipil dan Politik Meliputi®

a. Hak hidup ialah hak untuk hidup tanpa ada perasaan takut
dilukai atau dibunuh oleh orang lain.

b. Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi
lalah hak untuk mendapatkan kebebasan atas kekerasan
fisik yang bisa di lakukan dan diterima siapa saja,
meskipun seseorang tersebut bersalah dalam sebuah hal,
misalnya maling ayam yang di hakimi oleh warga, maling
ini juga memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan
meskipun ia bersalah namun tidak seharusnya dihakimi

melainkan dibawa ke meja hukum.

14y
Ibid., 3.

“Ifdhal Kasim, Hak Sipil dan Hak Politik (Jakarta: Elsam, 2001), 49.

Triyanto, “Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional”, Jurnal

PPKn, Vol.1 No.2 (Januari, 2013), 3-5.
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Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa ialah hak yang
dimiliki seseorang untuk bebas dari perbudakan, misalnya
pada masa kerja rodi yang merupakan salah satu contoh
pelanggaran Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa
yang seharusnya tidak dilakukan oleh penjajah.

. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi ialah dimana
seseorang mendapatkan atau memperoleh kebebasan dan
keamanan pribadi atas dirinya sendiri.

Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah ialah hak yang
didapat dan dimiliki seseorang dalam kebebasan bergerak
dan berpindah sesuai dengan yang diinginkan.

Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan
hukum ialah hak dimana seseorang harus mendapatkan
pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum
tanpa melihat atau membedakan suku, dan ras.

. Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama ialah
hak yang dimiliki seseorang dalam hal keyakinan,
seseorang bebas memilih dan meyakini agama yang
dianggapnya benar tanpa ada paksaan dari orang lain
meskipun itu orang tua mereka sendiri.

. Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi ialah hak

yang membebaskan seseorang dalam hal berpendapat, dan
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berekspresi dalam hal apapu, politik, religi dan masih
banyak lagi.

i. Hak untuk berkumpul dan berserikat ialah hak yang
dimiliki seseorang untuk dapat bebas berkumpul dan
berserikat sesuai dengan apa yang mereka anggap memiliki
tujuan yang sama dengan diri mereka masing-masing,
misalnya kelompok buruh karena faktor pekerjaan yang
sama dan juga mereka memiliki visi dan misi yang sama.

J. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan ialah hak yang
dimiliki setiap orang atau setiap masyarakat atau setiap
warga negara tanpa terkecuali utnuk turut serta dan ikut
andil dalam hal pemerintahan.

Perbedaannya, hak sipil adalah hak kebebasan yang diperoleh
sebagai hakikat dari kedudukannya sebagai manusia, sedangkan hak
politik ialah hak dasar yang bersifat mutlak yang melekat di dalam setiap
warga Negara yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh Negara
dalam hal dan keadaan apapun.

Kovenan ini mngukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan
politik yang tercantum dalam DUHAM (Universal Declaration of Human
Right) sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum
dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang berkaitan. Kovenan

tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 bab 53
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Pasal. Ada 4 ketentuan pokok yang diatur dalam kovenan internasional

hak-hak sipil dan politik, yaitu:*’

1) Tentang hak suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri,
sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 ayat bagian 1 bahwa:
“Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan
hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka
dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya”.
Dengan begitu tidak boleh lagi ada bangsa yang menjajah dan
mengintervensi negara lain dalam menentukan nasibnya.

2) Hak suatu bangsa atau Negara untuk mengurangi kewajiban-
kewajiban rakyatnya dalam keadaan darurat, sebagaimana yang
tercantum dalam pasal 4 ayat 1 bagian ke 2 bahwa:

“Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan
dan keberadaannya telah diumumkan secara resmi. Negara-negara
Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang
mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan kovenan ini,
sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut,
sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan
kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan
tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras,

warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan asal-usul sosial.”

YRiski Arifiani dkk, “Konvenan Mengenai Hak Sipil Politik Ekonomi Sosial dan
Budaya” (Makalah tidak diterbitkan, XI-MIA. 7 SMA Negeri 1 Sidoarjo 2015-2016), 04
Juni 2017, 12:48, 3-4.
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3) Hal pokok yang selanjutnya adalah hak-hak individu, sebagaimana
yang diatur dalam pasal 6 sampai pasal 27, seperti yang termaktub
dalam pasal 6 ayat 6 bagian ke 3 bahwa:

“Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada
dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun
dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.”

4) Hal pokok selanjutnya adalah kewajiban-kewajiban Negara,
sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 sampai pasal 45 bagian ke-4.
Seperti yang tercantum dalam pasal 28 ayat 1 bagian ke-4 bahwa:
“Harus dibentuk Komite Hak Asasi Manusia (dalam Kovenan ini
selanjutnya akan disebut sebagai Komite). Komite harus terdiri dari
delapan belas anggota dan bertugas melaksanakan fungsi-fungsi yang

diatur di bawah ini.”

Dalam perkembangannya, Kovenan Internasional Hak-hak Sipil
dan Politik banyak mengandung kontroversi di berbagai negara, khususnya
negara yang banyak terjadinya konflik. Karena Kovenan Internasional
Hak-hak Sipil dan Politik ini sering dijadikan dasar pembenar oleh para
pemberontak disuatu negara untuk melancarkan aksinya, seperti GAM

(Gerakan Aceh Merdeka) dan lain-lain.*®

Di indonesia salah satu di antara pasal yang kontroversial tersebut

adalah pasal 1 ayat 1 bagian 1 yang mengatakan bahwa, “Semua bangsa

Riski Arifiani dkk, “Konvenan Mengenai Hak Sipil Politik Ekonomi Sosial dan
Budaya” (Makalah tidak diterbitkan, XI-MIA. 7 SMA Negeri 1 Sidoarjo 2015-2016), 04
Juni 2017, 12:48, 4.
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berhak untuk menemukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka
bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar
kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka”. Ketentuan ini banyak
menimbulkan permasalahan oleh karena kata-kata “Semua bangsa berhak
untuk menentukan nasib sendiri”, dengan frasa tersebut banyak gerakan
separatis, melandaskan perjuangannya, sehingga mereka merasa legal

melakukan dan berhak menentukan nasibnya sendiri.*

Sebenarnya, penafsiran demikian bertentangan dengan Deklarasi
WINA tahun 1993, disebutkan dalam resolusi PBB Nomor 1514 (XV) 14
Desember 1960 tentang Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada
Negara dan Bangsa Kolonial, menegaskan bahwa, “Setiap upaya
gangguan sebagian atau seluruh kesatuan Nasional dan teritorial
integritas suatu Negara adalah tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa”. Sehingga penafsiran kelompok
separatis yang mengatakan bahwa dirinya berhak untuk menentukan nasib
sendiri karena telah ditentukan dalam konvenan internasional hak-hak
asasi sipil dan politik tidak bisa dibenarkan dengan mengacu pada

Deklarasi WINA tersebut. %°

“Riski Arifiani dkk, “Konvenan Mengenai Hak Sipil Politik Ekonomi Sosial dan
Budaya” (Makalah tidak diterbitkan, XI-MIA. 7 SMA Negeri 1 Sidoarjo 2015-2016), 04
Juni 2017, 12:48, 4.

“Ibid., 4-5.
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2. Agama

Agama adalah identitas kerohanian yang di miliki setiap warga
negara republik Indonesia, dimana agama juga menjadi pemersatu antar
warga negara. Dalam sisi lain agama juga menjadi sebuah identitas yang
amat diperlukan dalam administrasi kependudukan. Pengosongan kolom
agama sering kali membawa pro dan kontra utamanya dalam hal
administrasi kependudukan. Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya
terwujud dengan lahirnya ketetapan MPR RI No IV/MPR/1973-22 Maret
1973. Dengan ketetapan tersebut aliran kebatinan berubah nama menjadi
kepercayaan dan diakuilah kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa selain 6 agama yang diakui di Indonesia. Legalitas kehidupan
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dicantumkan dalam
ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1973 Maret 1973 kemudian dikukuhkan
kembali oleh ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1978-11 Maret 1978, pada
judul: GBHN Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, Sosial Budaya. Dengan landasan hukum tersebut
mencerminkan adanya jaminan persamaan antara Kepercayaan dan Agama
dalam hal peranan, fasilitas untuk mengamalkan dan memperkembangkan

ajarannya.”!

Aliran kepercayaan seperti Sapta Darma, Kapribaden, Darmo

Gandul, dan lain sebagainya memang diakui di Indonesia, mereka diakui

?'Tohari, “Analisa Pengosongan Kolom Agama di Dalam Kartu Tanda Penduduk”,
http://PemuladiHukumpedia.com/2015/10/20/(Selasa,02 Mei 2017, 13:50).
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sebagai penganut penghayat kepercayaan bukan sebagai agama. Hal ini
menyebabkan kebingungan dalam pengisian kolom agama di dalam Kartu
Tanda Penduduk (KTP). Namun setelah munculnya ketetapan MPR RI No
IVIMPR/1973-22 tersebut pemerintah menunjukkan bentuk perhatiannya
kepada kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seperti
yang dikutip dari sebuah karya tulis artikel oleh Tohari yang berjudul

Analisa Pengosongan Kolom Agama di Kartu Tanda Penduduk bahwa:

yaitu dengan lahirnya keputusan Presiden No. 27 tahun 1978, sebagai wujud
realisasi dari ketetapan MPR No. [V/1978 tentang pembentukan
Direktorat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di
lingkungan Direktorat Jendral Kebudayaan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan.?

Namun perhatian pemerintah di atas belum sepenuhnya menaungi
ataupun merangkul keseluruhan penganut penghayat kepercayaan
utamanya di Indonesia. Karena masih banyak ditemukan masyarakat
penganut penghayat kepercayaan yang masih mengisi kolom agama di
dalam KTP dengan agama lain, ataupun dengan diisi dengan tanda strip,
hal ini memperlihatkan bahwa penganut penghayat kepercayaan masih

belum seutuhnya mendapatkan hak warga sipil mereka seutuhnya.

3. Administrasi kependudukan

Administrasi kependudukan adalah sebuah rangkaian penataan dan
penertiban dokumen dan data kependudukan serta pendayagunaan hasilnya

untuk pelayaan publik dan pembangunan sektor lain. kependudukan dan

#Tohari, “Analisa Pengosongan Kolom Agama di Dalam Kartu Tanda Penduduk”,
http://PemuladiHukumpedia.com/2015/10/20/(Selasa,02 Mei 2017, 13:50).
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peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan
pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang.?

Dikutip dari Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2016
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Dan Penerbitan Dokumen

Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa:**

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus
dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan
Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat keterangan
kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta
status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Sedangkan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh
Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang
dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Lalu data kependudukan adalah data perseorangan dan / atau data agregat
yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

Realisasi pelayanan publik yang baik adalah tugas negara melalui
pemerintah. Pemenuhan kebutuhan publik diartikan sebagai pemenuhan
hak-hak sipil warga negara. Individu dan rakyat tidak lagi merupakan
faktor yang diperhitungkan, kecuali memiliki identitas yang berhubungan

dengan negara.”

% Anisa Mundari, “Analisis Yuridis Pencantuman Agama Dalam E-KTP (KTP
Elektronik)” (Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016), 12. 10 Mei 2017, 24:00.

? peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pendaftaran Dan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan.

Anisa Mundari, “Analisis Yuridis Pencantuman Agama Dalam E-KTP (KTP
Elektronik)” (Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016), 15. 10 Mei 2017, 24:00.
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Administrasi kependudukan menjadi semakin penting karena selalu
dibutuhkan dalam semua aktivitas kehidupan utamanya di Indonesia.
administrasi kependudukan menjadi hal penting bagi setiap individu yang
menetap di suatu negara, seperti Negara Republik Indonesia, menjadi salah
sebuah alasan yang kuat bagi Penghayat Kepercayaan untuk
memperjuangkan hak-hak mereka dalam hal mendapatkan dokumen-

dokumen kependudukan.?®

4. Pelayanan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa:
pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.?’

Pelayanan publik ialah pemberian dalam bentuk jasa melayani yang
dilakukan oleh apartur negara yang dalam hal ini bertugas memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik diartikan sebagai
pemberian sebuah layanan (melayani)keperluan orang atau masyarakat
yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan
pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dalam era modernisasi,

pelayanan publik telah menjadi lembaga dan profesi yang semakin

penting. la tidak lagi merupakan aktivitas sambilan, tanpa payung hukum,

*Ibid., 12-15.
?’Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik.
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gaji dan jaminan sosial yang memadai, sebagaimana terjadi di banyak

negara berkembang pada masa lalu.?

Semua penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar
pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi
penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang
dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati
oleh pemberi dan atau penerima pelayanan Menurut Keputusan MENPAN

Nomor 63 Tahun 2004, standar pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi:*®

1. Prosedur pelayanan

Prosedur pelayanan yang dilakukann bagi pemberi dan penerima
pelayanan termasuk pengadan.

2. Waktu penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan
permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk
pengaduan.

3. Biaya pelayanan

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam
proses pemberian pelayanan.

4. Produk pelayanan

Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Bandung: Alfabeta,
2015), 188-189.

M. Daimul Abror, “Buku Ajar Mata Kuliah Pelayanan Publik” (Buku Ajar tidak
diterbitkan, Program Studi IImu Administrasi Negara Fakultas llmu Sosial llmu Politik
Universitas Yudharta Pasuruan 2013), 7-8.
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Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang

telah ditetapkan.

5. Sarana dan prasarana

Penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang menandai oleh

penyelenggaraan pelayanan publik.

6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat

berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku

yang dibutuhkan.
5. Pengosongan Kolom Agama

Pengosongan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk ini
banyak dilakukan oleh sebuah kelompok atau komunitas yang menganut
suatu aliran kepercayaan yang keberadaanya tidak di akui sebagai agama
khususnya di indonesia ini. Kasus pengosongan kolom agama seperti ini
terjadi dikarenakan para penganut aliran kepercayaan ingin aliran yang
mereka anut di akui sebagai agama, sekaligus juga menjadi pembuktian
dari mereka atas rasa cinta dan patuh mereka terhadap apa yang mereka
yakini dan mereka anut.
6. Sapta Darma
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai budaya

spiritual merupakan warisan Bangsa Indonesia. Sebagai kebudayaan dalam
hal rohaniah, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah lama

dihayati oleh nenek moyang Bangsa Indonesia. religi yang menjadi ciri
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utama dari kebudayaan spiritual itu telah berakar dari kebudayaan nenek
moyang Kita, jauh sebelum keberadaan 6 agama dan diakui di Indonesia.
dengan itu dapat dikatakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa sebagai budaya spiritual adalah merupakan bagian dari
kebudayaan nenek moyang kita dan telah lama menunjukkan
keberadaannya.®

Salah satu Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha
Esa adalah Sapta Darma. Sapta Darma adalah salah satu aliran kejawen
yang pertama kali dicetuskan oleh Hardjosapoero dan kemudian diajarkan
hingga sepeninggalnya pada 16 Desember 1964. Nama Sapta Darma
sendiri diambil dari bahasa jawa. “Sapta” yaang artinya “tujuh” dan
“Darma” yang berarti “kewajiban suci”, sehingga arti dari Sapta Darma
adalah tujuh kewajiban suci, yang berarti warga Sapta Darma harus
melakukan tujuh kewajiban suci.®*

F. Penelitian Terdahulu

sebelumnya penelitian mengenai fenomena pengosongan kolom
agama ini juga pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian
terdahulu yang dianggap relevan oleh peneliti atau telaah pustaka memuat

hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang

%%Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma Dan Perjalanan Panuntun Agung
Sri Gutama (Sanggar Candi Sapta Rengga-Surokarsan MG.11/472 Yogyakarta 55151,
2010), 3.

$'"Muh. Luthfi Andhori, “Laku Spiritual Penganut Ajaran Kerohanian Sapta Darma
(Kasus Sanggar Candi Busono Kec. Kedung Mundu, Semarang” (Skripsi tidak
diterbitkan, Jurusan Sosiologi Dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Semarang, 2013), 3.
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dilakukan, dengan maksud untuk menghindari duplikasi. Di samping itu,
untuk menunjukkan bahwa topik yang diteliti belum pernah diteliti oleh
peneliti lain dalam konteks yang sama serta menjelaskan posisi penelitian
yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dengan kata lain, telaah pustaka
bertujuan untuk meletakkan posisi penelitian diantara penelitian-penelitian

yang telah ada.

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini di

antaranya adalah:

1. Annisa Mundari, berjudul Analisis Yuridis Pencantuman Agama
Dalam E-KTP (KTP Elektronik). Penelitian ini dalam rangka
melaksanakan program akhir Studi Sarjana pada Program Studi
Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin Makassar Tahun
2016. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami
fungsi pencantuman kolom agama di e-KTP. Penelitian ini dilakukan
dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber pada
lokasi penelitian yang kompeten dan relevan dengan topik yang
diajukan, dan juga dengan memaparkan secara deskriptif berbagai
hasil wawancara lalu melakukan analisis terhadap data tersebut.

2. Hanung Sito Rohmawati, berjudul Agama Sebagai Indeks
Kewarganegaraan (Studi atas Penghayat Kerohanian Sapta Darma di

Sanggar Candi Sapta Rengga). Penelitian ini dalam rangka

%2 Annisa Mundari, “Analisis Yuridis Pencantuman Agama Dalam E-KTP (KTP
Elektronik)” (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Administrasi Negara
Universitas Hasanuddin Makassar, 2016).
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melaksanakan program akhir Studi Pascasarjana pada Program Studi
Agama dan Filsafat Konsentrasi Studi Agama dan Resolusi Konflik
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015. Penelitian ini memiliki
tujuan untuk mengetahui kebijakan negara terkait hak-hak sipil
penghayat Kerokhanian Sapta Darma. Penelitian ini dilakukan dengan
melakukan wawancara langsung dengan narasumber pada lokasi
penelitian atau sumber lapangan vyaitu tokoh dan masyarakat
penghayat Kerokhanian Sapta Darma di Sanggar Candi Sapta Rengga
Yogyakarta, dan sumber data dokumenter yang terdiri atas sumber
data dokumenter primer dan sumber data dokumenter skunder. *

3. Moch. Nasir Zunaedy, berjudul Masalah Perkawinan Penganut Aliran
Kepercayaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
Penelitian ini dalam rangka melengkapi tugas dan memenuhi syarat-
syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga Surabaya Tahun 1983. Penelitian ini memiliki
tujuan untuk ikut serta membahas masalah-masalah yang timbul
setelah UUP dilaksanakan khususnya tentang perkawinan yang
dilakukan oleh penganut aliran kepercayaan. Penelitian ini dilakukan

dengan lewat studi kepustakaan berupa buku-buku bacaan yang

%Hanung Sito Rahmawati, “Agama Sebagai Indeks Kewarganegaraan (Studi atas
Penghayat Kerohanian Sapta Darma di Sanggar Candi Sapta Rengga)” (Skripsi tidak
diterbitkan, Program Studi Agama dan Filsafat Konsentrasi Studi Agama dan Resolusi
Konflik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).
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berhubungan dengan pembahasan skripsi penulis dan diperoleh juga
dari pengamatan langsung dan hasil wawancara lapangan.®*

4. Andriawan Bagus Hantoro dan Abraham Nurcahyo, berjudul Studi
Aliran Kepercayaan Kebatinan Kerohanian Sapta Darma Di
Kabupaten Magetan Tahun 1956-2011. Penelitian ini memiliki tujuan
untuk mengetahui perkembangan aliran kebatinan kerohanian Sapta
Darma di Kabupaten Magetan Tahun 1956-2011. Penelitian ini
dilakukan dengan metode kualitatif. Pengambilan data menggunakan
dua sumber yaitu sumber data primer dari hasil wawancara dengan
informan, kemudian sumber data skunder dari foto dan dokumen yang
ada di Persada Kabupaten Magetan yaitu Desa Milangsari.®

5. Maria Fransiska Anne, berjudul Kebebasan Perkawinan bagi
Penghayat Kepercayaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2007 dalam hubunganya dengan Undang-Undang Perkawinan
(suatu Analisa Yuridis). Tesis ini ditulis untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Program Magister
Kenotariatan Depok Januari 2009. Penelitian ini membahas tentang
keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh penganut Aliran
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setelah ;ahirnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

**Moch. Nasir Zunaedy, “Masalah Perkawinan Aliran Kepercayaan Menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas
Airlangga Surabaya, 1983).

% Andriawan Bagus Hantoro dan Abraham Nurcahyo, “Studi Tentang Aliran Kebatinan
Kerohanian Sapta Darma Di Kabupaten Magetan Tahun 1956-2011”, Jurnal Agastya,
Vol. 04 No. 02 (Juli 2014). 08 Januari 2018, 03:42.



26

Kependudukan dan PP Nomor 37 Tahun 2007 sebagai peraturan
pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka atau data skunder, sedangkan tipologi
penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu suatu
penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data tentang
manusia, suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya untuk mempertegas
hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-
teori lama didalam kerangka menyusun teori-teori baru.*

6. Shofi Afdhila, berjudul Kontruksi Pemberitaan Penghapusan Kolom
Agama Di KTP Pada SKH Republika. Skripsi ini ditulis untuk
melengkapi tugas akhir dan sebagai syarat untuk mendapatakan gelar
Sarjana Strata Satu pada Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2015. Penelitian ini membahas tentang bagaimana SKH Republika
mewacanakan pemberitaan penghapusan kolom agama di KTP
melalui kontruksi teks beritanya. Penelitian ini menggunakan metode

deskriptif kualitatif, yakni peneliti berusaha mengetahui konstruksi

%*Maria Fransiska Anne, “Keabsahan Perkawinan bagi Pengahayat Kepercayaan Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dalam hubungannya dengan Undang-
Undang Perkawinan (suatu Analisa Yuridis)” (Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Hukum
Program Magister Kenotariatan Depok, Januari, 2009).
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berita yang dibangun oleh SKH Republika mengenai wacana
penghapusan kolom agama di KTP.*’

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya
adalah penelitian yang penulis lakukan ini lebih berfokus kepada
bagaimana pemenuhan hak-hak sipil dan politik para warga penganut
Sapta Darma dan bagaimana pelayanan yang diberikan atau bagaimana
pihak Kecamatan Menganti dan Dispendukcapil Kabupaten Gresik dalam
menyikapi dan melayani warga masyarakat Kecamatan Menganti
Kabupaten Gresik yang menjadi penganut penghayat kepercayaan
khususnya kepercayaan Sapta Darma dan lebih memilih mengosongkan
kolom agama di KTP mereka.

G. Kerangka Teori

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan dalam
melakukan suatu juga untuk menguji ataupun menyingkronkan data
lapangan dengan teori yang digunakan dalam penelitian tersebut, sehingga
penelitian yang dilakukan menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah. Kerangka
dasar teori tersebut digunakan untuk lebih menjelaskan permasalahan yang
ada sehingga menjadi lebih jelas dengan kerangka dasar pemikiran yang

benar.

Teori adalah merupakan alat yang terpenting dari suatu ilmu

pengetahuan. Tanpa teori hanya ada pengetahuan tentang serangkaian

¥Shofi Afdhila, “Konstruksi Pemberitaan Penghapusan Kolom Agama Di KTP Pada
SKH Republika” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakar 2015).
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fakta saja, tetapi tidak akan ada ilmu pengetahuan. Kecuali (1)
Menyimpulkan generalisasi-generalisasi dari fakta-fakta hasil pengamatan,
teori itu juga: (2) Memberi kerangka orientasi untuk analisa dan Kklasifikasi
dari fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penelitian; (3) Memberi ramalan
terhadap gejala-gejala baru yang akan terjadi; (4) Mengisi lowongan-
lowongan dalam pengetahuan Kita tentang gejala-gejala yang telah atau

sedang terjadi.®

Kerangka dasar dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai

berikut:

a. Teori Fenomenologi

Fenomenologi ialah suatu metode pemikiran, pemakaian suatu
kaca mata yang berbeda dengan cara berpikir seseorang ahli salah
satu ilmu. Fenomenologi juga berarti suatu lukisan gejala dengan
memakai bahasa, kita bisa menarik kesimpulan bahwa
fenomenologi  tidak bisa diringkas. Juga bisa diartikan
bahwasannya fenomenologi adalah sebuah alat untuk melihat
sebuah gejolak sosial yang terjadi di masyarakat.*®

Craib Lan menuliskan dalam bukunya yang berjudul Teori-
Teori Sosial Modern bahwa:*°

Alfer Schutz, seorang murid Husserl mengatakan bahwa sebutan
fenomenologis berarti studi tentang cara dimana fenomena, hal-hal

%K oentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: P.T Gramedia,

1997), 19.
* M.A.W. Brouwer, Psikologi fenomenologis, (Jakarta: PT Gramedia, 1984), 3-4.
“OCraib Lan, Teori-Teori Sosial Modern, (Jakarta: Bumi Askara, 1992), 128.
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yang kita sadari muncul kepada kita dan cara yang paling mendasar
dari pemuncnculannya adalah sebagai suatu aliran pengalaman-
pengalaman inderawi yang berkesinambungan yang Kkita terima
melalui panca-indra kita. Jadi fenomenologi ialah sebuah cara untuk
melihat sebuah gejolak sosial yang tumbuh dan berkembang di
masyarakat.
b. Teori pelayanan publik
Para aktor yang membuat kebijakan publik dan menjalakan
pelayanan publik harusnya lebih meningkakan Kkinerjanya, tak
hanya itu para aparat pemerintahan seharusya juga lebih terbuka
terhadap persoalan-persoalan baru yang muncul dan berkembang
seperti pengosongan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk.
Dengan kata lain pelayanan publik dapat diartikan sebagai sebuah
perilaku atau jasa yang diberikan oleh aparat pemerintahan
terhadap masyarakat dalam hal ini sebagai penerima pelayanan.**
Pelayanan publik ialah pemberian dalam bentuk jasa melayani yang
dilakukan oleh apartur negara yang dalam hal ini bertugas memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang efektif merupakan
dambaan bagi semua warga negara, tetapi ini bukanlah pekerjaan yang
mudah. Hal ini karena permasalahan pada bidang pelayanan publik sangat
kompleks.*?
Pelayanan  publik diartikan sebagai pemberian layanan

(melayani)keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan

pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah

*Zaenal Mukarom, Muhibudin Wijaya Laksana, Manajemen Pelayanan Publik
(Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), 131.

“Ibid.
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ditetapkan. Dalam era modernisasi, pelayanan publik telah menjadi
lembaga dan profesi yang semakin penting. la tidak lagi merupakan
aktivitas sambilan, tanpa payung hukum, gaji dan jaminan sosial yang
memadai, sebagaimana terjadi di banyak negara berkembang pada masa
lalu. Berdasarkan hal diatas pelayanan publik dapat diartikan sebagai
pemberian sebuah jasa oleh aparat pemerintahan kepada masyarakat
sebagai penerima jasa.*?

Tujuan pelayanan publik pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah:**

a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak,
tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;

b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak
sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang
baik;

c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan

d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sebagai profesi, pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip

profesionalisme dan etka seperti akuntabilitas, efektifitas, efisiensi,

“*Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Bandung: Alfabeta,
2015), 188-189.

#Zaenal Mukarom, Muhibudin Wijaya Laksana, Manajemen Pelayanan Publik
(Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), 131.
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integritas, netralitas, dan keadilan bagi semua penerima pelayanan.
Sebagai sebuah lembaga, pelayanan publik harus dapat menjamin
keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan pengembangan
kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang berasal dari dan
untuk kepentingan masyarakat. Jadi sebagai sebuah lembaga yang
mengurus atau yang memberikan layanan aparat pemerintahan dituntut
untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan peraturan yang telah
dibuat agar dapat menjangkau pemenuhan hak-hak sipil seperti
adiministrasi kependudukan.*
H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Di mana
penyajian data tidak dilakukan dengan mengungkapkannya secara numerik
atau angka sebagaimana penjadian data secara kuantitatif. Penelitian
kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak

menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.*°

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk
memahami suatu fenomena yang terjadi dan dialami oleh objek penelitian

secara menyeluruh dengan cara menggambarkan apa adanya dalam bentuk

*Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Bandung: Alfabeta,
2015), 188-189.

*®exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2009), 6.
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kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alami serta dengan

memanfaatkan berbagai metode ilmiah.*’

Secara umum penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami
(Understanding) dunia makna yang disimbolkan dalam prilaku masyarakat

menurut perspektif masyarakat itu sendiri.*®

Sedangakan jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis
deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta
tatacara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan
untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan
kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan Kkata lain penelitian
deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi

mengenai keadaan yang ada.*®

Hasil penelitian ini berkenaan dengan interpretasi terhadap data
yang ditemukan di lapangan. Seperti halnya untuk melihat fenomena yang
objektif dalam penelitian di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
Metode kualitatif di sini digunakan untuk mengetahui bagaimana
fenomena yang muncul atau timbul dalam pengosongan kolom agama

pada penganut Sapta Darma di Kabupaten Gresik.

“"Ibid.

*Imam Suprayogo, Tobroni, Metode Penelitian Sosial Agama Cetakan Pertama
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 1.
““Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 1999),

26.
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2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Gresik. Dalam memilih
lokasi penelitian ini, peneliti memiliki beberapat pertimbangan di

antaranya ialah:

a. Gresik adalah salah satu kota yang memiliki ikon religi kaum
muslim yang cukup terkenal, dan di lain itu Gresik juga salah satu
Kabupaten yang penduduknya menganut beberapa kepercayaan
bahkan aliran kepercayaan seperti Sapta Darma.

b. Sapta Darma sebagai minoritas dan juga sebagai aliran
kepercayaan yang tidak diakui sebagai agama, dan menyebabkan
pengosongan kolom agama pada kartu identitas mereka.

3. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber, yakni data

primer dan data sekunder:

a. Data Primer
Sumber primer merupakan sumber utama dan kebutuhan mendasar
dari penelitian ini. Sumber data diperoleh informan saat terjun langsung ke
lapangan tempat penelitian. Beberapa informan akan dipilih berdasarkan
kebutuhan penelitian, serta berkaitan dengan tema penelitian. Adapun
wawancara ini dilakukan dengan Ketua Persatuan Sapta Darma Kabupaten
Gresik, Sekretaris Persatuan Warga Sapta Darma (PERSADA) Kabupaten

Gresik, Tuntutunan Sanggar Candi Busana Dususn Petal Desa Domas
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Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Staf Kependudukan di
Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Staf Kependudukan di
Dispendukcapil Kabupaten Gresik.

b. Data Sekunder

Yang kedua ini adalah sumber sekunder, dimana jenis sumber data
ini menggunakan literatur. Literatur yang digunakan adalah buku, jurnal

yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang biasa memberikan infornasi tentang
situasi dan kondisi lata penelitian. Subjek penelitian menjadi informan
yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses
penelitian. Informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu (1) informan
kunci, (key informan), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki
informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, (2) informan biasa,
yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang
diteliti, (3) informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan
informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang
sedang diteliti.>

Dari penjelasan yang suda diterangkan diatas, maka peneliti
menggunakan teknok Purposive Sampling dalam  menentukan

informannya. Purposive Sampling merupakan penentuan informan tidak

**Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan (Jakarta:
Prenada Media, 2005), 171-172.
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didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi
didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap
berhubungan dengan permasalahan penelitian. Yang menjadi informan
penelitian adalah:
1. Informan Kunci
a) Bapak Misman sebagai Ketua Persatuan Warga Sapta Darma
Kabupaten Gresik.
b) Ibu ingah sebagai sekretaris Persatuan Warga Sapta Darma
(PERSADA) Kabupaten Gresik.
c) Bapak Samat sebagai Tuntunan Sanggar Candi busana Warga
Sapta Darma di Dusun Petal Desa Domas Kecamatan
Menganti Kabupaten Gresik.
d) Bapak Tahan sebagai Anggota Warga Sapta Darma Desa
Padeg Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.
2. Informan Biasa
e) Bapak Andis sebagai staf bidang kependudukan di
Dispendukcapil Kabupaten Gresik.
f) Bapak Dolani sebagai staf bagian kependudukan di Kecamatan
Menganti Kabupaten Gresik.
Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan observasi beserta

wawancara perihal tema atau topik yang diusung.
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5. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan jenis penelitian serta sumber data yang digunakan,
maka teknik pengumpulan data dalam penelitian yakni:

a. Observasi,

Merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan
pengamatan terhadap gejala yang diteliti yang dilaksanakan dalam situasi
khusus. Observasi dalam penelitian ini adalah peneliti dengan seksama
mengamati secara langsung terhadap obyek dan sasaran penelitian.
Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematik
kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain
yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.>*
Data yang diperoleh saat observasi ialah berasal dari informan yang sudah

ditentukan dan bisa menjawab pertanyaan yang peneliti butuhkan.
b. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian pendekatan kualitatif dibagi
menjadi tiga kategori, yaitu wawancara dengan cara melakukan
pembicaraan informal, wawancara umum yang terarah, Wawancara yang

terbuka dan standar.>?

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara

semi-terstruktur yang termasuk dalam kategori in-depth interview, di mana

*Jonanthan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Penerbit
Graha Ilmu, 2006), 224.
*2bid.
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dalam pelaksanaannya lebih bebas dari wawancara terstruktur. Dalam
penelitian ini dilakukan penelitian secara mendalam. Informan mengetahui
secara mendalam perihal topik yang peneliti butuhkan. Tujuannya
menggunakan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan
secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai
pendapat dan ide-idenya melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

oleh penulis.

Dalam melakukan wawancara dengan teknik ini penulis juga akan
tetap menggunakan pedoman wawancara meskipun teknik ini
mengharuskan peneliti mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan wawancara
lebih dalam dan luas. Alasannya adalah agar data yang digali nantinya
tidak terlalu melebar dari topik utama dan tujuan penelitian yang
sebenarnya. Peneliti mengadakan tanya jawab lansung dengan narasumber
untuk memperoleh keterangan atau informasi yang terkait dengan tema
yang diambil. Dalam sesi wawancara ini data yang ditemukan ialah

seputar fenomena pengosongan kolom agama pada penganut Sapta Darma.

¢. Dokumentasi
Dalam penelitian ini dokumentasi berupa berita yang ada di surat
kabar atau data-data tertulis. Mengumpulkan data dengan melakukan
pencatatan, menyalin ataupun meringkas dokumen-dokumen berupa arsip

atau laporan yang tersedia yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.



38

6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi
satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan
pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan
memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.>®

Analisis data disini merupakan proses pengorganisasian dan
mengurutkan data kedalam pola atau kategori dan uraian satuan dasar
sehingga lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data
bertujusn untuk menelaah data secara sistematika yang diperoleh dari
berbagai tehnik pengumpulan data yang antara lain : observasi, wawancara
dan dokumentasi. Setelah data terkumpul selanjutnya adalah data
diklasifikasikan sesuai dengan kerangka penelitian kualitatif deskriptif
yang berupaya menggambarkan kondisi latar belakang penelitian secara
menyeluruh dan data tersebut ditarik suatu temuan penelitian.>*

Teknis analisis data yang dilakukan yakni menggunakan model
interaktif analisis yang terdiri dari tiga kompenen analisa utama yang
membentuk suatu tahapan. Adapun tiga komponen analisis utama
adalah:*®

a. Reduksi data, merupakan proses sleksi, pemfokusan, dan

penyederhanaan, dan abstraksi data yang dilakukan secara terus

3Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2009), 249.

*Ibid, 103.

>>Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Alvabeta, 2015), 92.
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menurus selama penelitian. Dalam reduksi data penulis
memusatkan tema dan membuat batas-batas permasalahan. Proses

ini terus berjalan sampai penelitian selesai.

. Penyajian data, merupakan suatu rangkaian informasi yang

memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Dengan
melihat penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan
memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisa atau

tindakan lain berdasarkan penelitian tersebut.

. Penarikan kesimpulan, merupakan tahap pengambilan keputusan,

dimana peneliti dapat menarik kesimpulan terakhir berdasarkan

data yang di dapat.

7. Teknik Keabsahan Data

Data yang diperoleh dalam lapangan untuk menjamin keabsahan

dalam data penelitian kualitatif, terdapat beberapa ukuran atau Kriteria

utama untuk menjamin kebenaran data yang diperoleh.

Teknik keabsahan data yang digunakan peneliti adalah dengan

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabdahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.*®

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

triangulasi dengansumber yang dicapai dengan cara membandingkan data

*®Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2009), 178.
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hasil wawancara informan diatas dengan data yang sudah ada
sebelumnya.®’

Peneliti juga menggunakan teknik dimana peneliti mengecek data
yang telah diperoleh dari beberapa sumber (informan), hingga dara
tersebut bisa dinyatakan benar (valid) dan juga melakukan observasi serta
dokumentasi diberbagai sumber.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap

suatu penelitian, maka hasil penelitian disusun sistematika sebagai berikut:
BAB |I: PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat
Penelitian, Definisi Konseptual, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori,

Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
BAB 11: KAJIAN TEORI

Kajian teori ini terdiri dari: Teori Pelayanan Publik
BAB I11: SETTING PENELITIAN

Sebagai acuan kegiatan penelitian memuat: Lokasi penelitian yang
meliputi letak geografis, aspek sosial budaya, dan aspek pendidikan. Serta

memuat kondisi umum objek penelitian.

*’Sugiyono, Memahami Peneliian Kualitatif (Bandung: CV Alvabeta, 2015), 127.
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BAB IV: PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Memaparkan hasil penelitian dan pembahasannya yakni: Deskripsi Hasil

Penelitian, dan Analisis Data.

BAB V: PENUTUP

Memuat Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB |1

LANDASAN TEORI

A. Teori Fenomenologi

Fenomenologi selain sebagai suatu cara untuk melihat gejolak
sosial yang terjadi di masyarakat juga menjadikannya sebagai suatu alat
untuk menceritakan dan memberikan solusi terkait gejolak yang timbul
dalam sebuah masyarakat.

Edmund Husserl merupakan tokoh penting dalam filsafat
fenomenologi. Dalam buku Teori-Teori Sosial Modern Craib Lan
menuliskan bahwa:*

secara khusus Husserl mengatakan, “bahwa pengetahuan ilmiah telah
terpisahkan dari pengalaman sehari-hari dan dari kegiatan-kegiatan
dimana pengalaman dan pengetahuan berakar, tugas fenomenologilah
untuk memulihkan hubungan tersebut. Fenomenologi sebagai suatu
bentuk dari idealisme yang semata-mata tertarik dengan struktur-struktur
dan cara-cara bekerjanya kesadaran manusia serta dasar-dasarnya,
kendati kerap merupakan perkiraan implisit, bahwa dunia yang ada di
kepala kita masing-masing. Tentu saja tidak masuk akal untuk menolak
bahwa dunia yang eksternal itu ada, tetapi alasannya adalah bahwa dunia
luar hanya dapat dimengerti melalui kesadaran Kita tentang dunia itu.”

Dalam buku Teori-Teori Sosial Modern Craib Lan menuliskan
bahwa:?

Alfer Schutz, seorang murid Husserl mengatakan, bahwa sebutan fenomenologis
berarti studi tentang cara dimana fenomena, hal-hal yang kita sadari
muncul kepada kita dan cara yang paling mendasar dari pemunculannya
adalah sebagai suatu aliran pengalaman-pengalaman inderawi yang
berkesinambungan yang kita terima melalui panca-indra kita. Bahwa
fenomenologis adalah sebuah penelitian dimana sebuah gejolak
yang timbul dan Kkita sadari kemunculannya sebagai suatu
pengalaman inderawi yang terus berlangsung dan bersambung yang
kita terima melalui panca indera.

Craib Lan, Teori-Teori Sosial Modern, (Jakarta: Bumi Askara, 1992), 127.
2 -
Ibid,. 128.
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Dapat dikatakan bahwa fenomenologi ialah suatu metode
pemikiran, pemakaian suatu kaca mata yang berbeda dengan cara berpikir
seseorang ahli salah satu ilmu. Fenomenologi juga berarti suatu lukisan
gejala dengan memakai bahasa, kita bisa menarik kesimpulan bahwa
fenomenologi tidak bisa diringkas. Juga bisa diartikan bahwasannya
fenomenologi adalah sebuah alat untuk melihat sebuah gejolak sosial yang
terjadi di masyarakat.

Secara keseluruhan Schurtz memusatkan perhatian pada hubungan
dialektika anatara cara individu membangun realitas sosial dan realitas
kultural yang mereka warisi dari pendahulu mereka dalam dunia sosial.
Atau sederhananya adalah pergesekan yang ditimbulkan oleh hubungan
antara bagaimana individu membangun kenyataan sosial dan kultural yang
menyangkut budaya yang mereka warisi dari nenek moyang mereka
terdahulu.’

Fenomena pengosongan kolom agama yang dialami oleh warga
Sapta Darma di Kabupaten Gresik ini merupakan suatu fenomena yang
dianggap sebagai suatu yang akan menghambat pemenuhan hak sipil dan
politik warga penganut penghayat kepercayaan khususnya warga Sapta
Darma. Pada umumnya kolom agama yang ada dalam Kartu Tanda
Penduduk diisi dengan agama yang dianut oleh individu masing-masing.

Namun dikarenakan kepercayaan bukan termasuk dari enam agama yang

*M.A.W. Brouwer, Psikologi fenomenologis, (Jakarta: PT Gramedia, 1984), 3-4.
*George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: Kencana,
2004), 95.



44

diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha,
dan Konghucu, maka para penghayat kepercayaan khususnya warga Sapta
Darma lebih memilih untuk mengosongkan kolom agama yang ada di
Kartu Tanda Penduduk. Tentunya fenomena ini masih sulit diterima oleh
masyarakat, tak hanya itu para aparat pemerintahan juga tidak jarang
terpengaruhi dengan fenomena ini namun hal tersebut memang benar-
benar ada.
Teori Pelayanan Publik

Pelayanana publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani)
keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada
organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah
ditetapkan. Dalam era modernisasi, pelayanan publik telah menjadi
lembaga dan profesi yang semakin penting. la tidak lagi merupakan
aktivitas sambilan, tanpa payung hukum, gaji dan jaminan sosial yang
memadai, sebagaimana terjadi di banyak negara berkembang pada masa
lalu. Sebagai profesi, pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip
profesionalisme dan etika seperti akuntabilitas, efektifitas, efisiensi,
integritas, netralisasii, dan keadilan bagi semua penerima pelayanan.
Sebagai sebuah lembaga, pelayanan publik harus dapat menjamin
keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan pengembangan
kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang berasal dari dan
untuk kepentingan masyarakat. Jadi pelayanan publik adalah sebah jasa

yang diberikan oleh pihak pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan
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masyarakat dalam hal ini sebgai penerima jasa atau pelayanan dalam hal
yang bersangkutan dengan administrasi negara.’

Dalam buku Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik Deddy Mulyadi
menuliskan bahwa:®

Menurut Lonsdale (1994), pengertian dari pelayanan publik ialah segala sesuatu
yang disediakan oleh pemerintah atau swasta karena umumnya
masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, kecuali secara
kolektif dalam rangka memenuhi kesejahteraan sosial seluruh
masyarakat.

Sedangkan pengertian pelayanan publik menurut Undang-Undang
no. 25 pertahun 2009 ialah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik. Secara luas istilah Pelayanan Publik
dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan dan obyek tertentu yang secara
khusus dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum (the
general public) atau memberikan dukungan terhadap upaya meningkatkan
kenikmatan dan kemudahan (comfort and conveniences) bagi seluruh
masyarakat.’

Di dalam hukum administrasi negara Indonesia, istilah “pelayanan
publik” diartikan sebagai: “segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakann
oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang,

masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum maupun sebagai

*Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2015),

189.
°Ibid.

"Ibid., 189-190.
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pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pelayanan
publik adalah semua hal yang disediakan oleh aparat pemerintah
dikarenakan pemahaman bahwa masyarakat tidak bisa memenuhi
kebutuhannya sendiri dalam hal yang mengatas namakan negara.®

Secara teori, pelayanan publik adalah sebuah negara yang dibentuk
oleh masyarakat di suatu wilayah tidak lain bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan hidup bersama setiap anggotanya dalam koridor kebersamaan
atau dalam lingkup negara. Hal ini dimaksudkan bahwa negara adalah
dibentuk oleh sebuah masyarakat untuk dijadikan tempat tinggal dengan
peraturan dan pelayanan didalamnya yang menjamin terpenuhinya hak-hak
seorang individu atau kelompok. Dalam angan setiap anggota masyarakat,
negara yang dibentuk oleh mereka ini akan melaksanakan fungsinya
menyediakan kebutuhan hidup anggota berkaitan dengan konstelasi hidup
berdampingan dengan orang lain disekelilingnya. Dalam kehidupan sehari-
hari, kebutuhan bersama itu sering kita artikan sebagai “kebutuhan
publik”. Contoh sederhana, Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah
kebutuhan publik bagi setiap orang yang sudah memenuhi persyaratan
tertentu untuk mendapatkannya. Tanpa KTP, seseorang akan mengalami
kesulitan dalam berurusan dengan orang lain atau sebuah institusi. KTP

perlu dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan memiliki hak atas

®Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2015),
189-190.



47

penerbitannya yang telah dibentuk dan ditunjuk oleh negara, salah satunya
adalah kelurahan atau desa.’

Proses menerbitkan sebuah KTP bagi seorang anggota masyarakat
kita sebut sebagai Pelayanan Publik, yang dapat diartikan sebagai semua
aktivitas yang dilakukan oleh aparat pemerintahan yang memiliki
wewenang atau tugas untuk melayani dan memenuhi kebutuhan publik
kepada masyarakat. Dalam konteks negara, pemenuhan kebutuhan publik
tersebut diartikan sebagai pemenuhan hak-hak sipil seorang warga negara.
Pelayanan publik umumnya tidak berbentuk barang melaikan layanan jasa,
termsuk jasa administrasi. Jasa-jasa pelanan inilah yang nantinya akan
diberikan kepada anggota masyarakat untuk dapat memenuhi
kebutuhannya dalam hal administrasi kependudukan misalnya. Hasil yang
diperoleh dari adanya pelayanan publik oleh penyedia jasa layanan dapat
berbentuk barang maupun bentuk jasa-jasa. Pelayanan publik biasanya
dilakukan oleh pemerintah, namun dapat juga oleh pihak swasta. Hal
diatas menjelaskan bahwa proses pelayanan piblik bagi setiap masyarakat
harus dilakukan dengan baik, dikarenakan sebuah pelayanan publik yang
baik juga dapat mempengaruhi terpenuhinya hak sipil seseorang.*

Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, negara kemudia
membentuk organisasi pemerintahan. Di indonesia kita kenal struktur

pemerintahan negara dari level paling atas yakni presiden hingga ke level

M. Daimul Abror, “Buku Ajar Mata Kuliah Pelayanan Publik” (Buku Ajar tidak
diterbitkan, Program Studi llmu Administrasi Negara Fakultas IImu Sosial IImu Politik
Universitas Yudharta Pasuruan 2013), 25.

“lbid.
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terbawah, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (RW/RT). Karena negara
dibentuk oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan publik anggotanya,
maka sesungguhnya pelayanan publik adalah kewajiban utama seluruh
aparatur pemerintah di setiap jenjang pemerintahan dan setiap jenis
pelayanan publik. Sebagai sebuah kewajiban, maka sudah semestinya
setiap aparat negara memberikan pelayanan publik yang terbaik. Tujuan
dibentuknya organisasi pemerintahan diatas adlah untuk lebih
mengerucutkan tahap-tahap yang harus dilewati seorang warga dalam hal
administrasi kependudukan, hal ini dilakukan agar tugas pook dan fungsi
yang sudah dibentuk lebih tepat sasaran dan dengan demikian diharapkan
hak-hak sipil warga masyarakat dapat terpenuhi tanpa terkecuali.™*

Banyak pendapat para ahli tentang implementasi dari suatu
kebijakan , anatara lain dikemukakan oleh Winter (2002) bahwa
implementasi harus ditelaah dari top down sebagai masalah control
ataukah bottom up yang bertolak dari para aktor yang paling dekat dengan
masalah yang hendak dicapai melalui kebijakan.*? Lebih lanjut, Winter
mengemukakan bahwa studi implementasi merupakan bagian dari dua
subdisiplin, yaitu kebijakan publik/analisis kebijakan dan administrasi

publik. Studi implementasi mencoba manjawab pertanyaan pokok dari

""M. Daimul Abror, “Buku Ajar Mata Kuliah Pelayanan Publik” (Buku Ajar tidak
diterbitkan, Program Studi llmu Administrasi Negara Fakultas IImu Sosial IImu Politik
Universitas Yudharta Pasuruan 2013), 25.

Winter, Explaining Street-Level Bureaucratic Behavior In Social And Regulatory
Policies, Paper prepared for the X111 Research Conference of the Nordic Political Science
Association held in Aalborg (t.k., t.p., 2002), 39.
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analisis kebijakan, yaitu muatan, sebab dan konsekuansi dari kebijakan
publik.*®

Untuk semua pelayanan yang bersifat mutlak atau harus ada,
negara dan aparaturnya memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan
yang bermutu dan mudah didapatkan setiap saat. Pada kehidupan
bernegara di abad modern ini, komitmen suatu negara untuk memberikan
pelayanan publik yang memadai terhadap kebutuhan publik merupakan
implementasi dari pemenuhan hak-hak azasi manusia dari warga
negaranya. Oleh karena itu, ketika suatu instansi pemerintah memberikan
layanan publik yang buruk, hal tersebut dianggap melanggar konvensi
internasional tentang hak azasi manusia. Sebagai contoh, disaat warga
negara kesulitan mendapatkan layanan pendidikan yang baik, bermutu, dan
mudah diakses, maka sesungguhnya pemerintah telah berlaku lalai,
melanggar hak azasi warga negaranya. Hal ini juga berlaku di setiap
lembaga penyedia layanan publik, seperti di kelurahan/desa,
puskesmas/rumah sakit, dan sebagainya. Maka dari itu adanya suatu tolok
ukur untuk sebuah pelayanan publik dianggap penting, hal ini nantinya
akan mengkoreksi setiap pelayanan publik yang diberikan kepada
masyarakat sudahkah memenuhi standarisasi atau malah sebaliknya.**

Di sektor swasta, setiap lembaga swasta yang menyediakan

pelayanan publik sudah semestinya mengadopsi pola pelayanan publik

B7aenal Mukarom, Muhibudin Wijaya Laksana, Manajemen Pelayanan Publik
(Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), 131-132.

M. Daimul Abror, “Buku Ajar Mata Kuliah Pelayanan Publik” (Buku Ajar tidak
diterbitkan, Program Studi llmu Administrasi Negara Fakultas IImu Sosial IImu Politik
Universitas Yudharta Pasuruan 2013), 25.
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yang mencerminkan penghormatan kepada hak-hak warga negara untuk
mendapatkan layanan yang sebagik-baiknya. Dan agar tujuan pokok
terbentuknya pengelompokan yang terstruktur oleh negara ini tidak
meleset dari obyek.™

Sebaliknya, yang sering terjadi di lapangan, justru lembaga-
lembaga pemerintah selalu kedodoran dalam menyediakan pelayanan
publik. Pengurusan KTP, Surat Izin Mengemudi (SIM), Izin Mendirikan
Bangunan (IMB), sulitnya memperoleh layanan pendidikan yang mudah
dan bermutu, layanan kesehatan yang tidak terjangkau oleh sebagian besar
masyarakat, dan sebagainya, merupakan sebagian kecil dari contoh
kesemrawutan pelayanan publik oleh pemerintah. Banyak sekali temuan
dilapangan yang menunjukkan prosentase Kinerja para aparat
pemerintahan dalam pemenuhan hak sipil yang kurang sesuai dengan
harapan masyarakat. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan semangat
reformasi yang sudah berjalan selama satu dekade ini.*®

Faktor yang menjadi penghambat dalam pelayanan publik yang
baik dapat dianalisa dari dua sisi, yakni birokrasi dan standar pelayanan
publik. Birokrasi adalah sebuah kelompok yang terstruktur yang memiliki
ketua sebagai yang mengkomandokan semua peraturan dan ketentuan yang
berlaku. Sedangkan standar pelayanan publik adalah sebuah acuan yang

berupa peraturan yang nantinya akan dijadikan sebuah tolok ukur

151 i

Ibid., 26.
M. Daimul Abror, “Buku Ajar Mata Kuliah Pelayanan Publik” (Buku Ajar tidak
diterbitkan, Program Studi llmu Administrasi Negara Fakultas IImu Sosial IImu Politik
Universitas Yudharta Pasuruan 2013), 27.
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berjalannya suatu jasa pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintahan.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam tubuh pemerintahan negara
Indonesia pada semua jenjang dan jenisnya memiliki struktur birokrasi
yang panjang, gemuk, dan berbelit. Hal ini mengakibatkan berbelit-
belitnya suatu urusan di sebuah lembaga penyedia layanan publik, yang
tentu saja membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya tinggi. Keadaan
ini diperburuk oleh mentalitas mayoritas aparat pemerintah yang masih
feodalistik dan justru minta dilayani oleh rakyat. Proses rekrutmen
kepegawaian yang kurang memperhatikan profesionalisme seseorang juga
menjadi faktor penghambat pelaksanaan pelayanan publik dengan baik.
Banyak sekali ditemukan dilapangan bahwasannya motto yang diusung
dengan pelayanan yang dijalankan seringkali tidak sesuai. Tambahan lagi,
sistem penggajian yang rendah seringkali menjadi pemicu setiap petugas
negara menjalankan aksi “mempersulit urusan” dari anggota masyarakat
yang berurusan dengan mereka. Tidak ada satu pihak pun yang wajib
disalahkan dalam hal ini dikarenakan pada dasarnya semua kembali
kepada diri manusianya masing-masing lagi, Namun seharusnya, sebuah
struktur atau jabatan yang dimiliki tidak hanya dijadikan sebuah jabatan
yang mentereng, semua ini bukan semata-mata berbicara soal jabatan dan
besar kecilnya gaji yang diterima oleh aparat pemerintahan yang

berwenang daglam hal pelayanan publik melaikan mengabdikan dirinya
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kepada bangsa dan negara dengan menjalankan tugas yang diembannya
dengan baik dan sesuai.’

Ketiadaan standarisasi pelayanan publik yang dapat menjadi
pedoman bagi setiap aparat pemerintahan adalah sisi lain yang menjadi
kelemahan pemerintah (dan juga pihak swasta) dalam meberikan
pelayanan publik yang baik. Setiap institusi dapat membuat aturan dan
pedoman sendiri sesuai selera masing-masing, dan standar inipun dapat
berubah sewaktu-waktu sesuai keinginan dan kebutuhan personal
pemimpin institusi tersebut. Seharusnya adanya standarisasi pelayanan
publik ini mnejadi acuan bagi aparat pemerintahan dalam memberikan
pelayanan publik yang baik dan tolok ukur penilaian pelayanan publik.
Alhasil, kualitas pelayanan publik amat beragam antar satu departemen
dengan lembaga negara lainnya, antar daerah yang satu dengan daerah
yang lain.*

Sebagai sebuah negara besar yang sedang membangun, kebutuhan
pelayanan publik yang baik dan berkualitas adalah mutlak. Hal ini
diperlukan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan bangsa dan
negara Indonesia menuju pencapaian cita-cita nasional yakni mewujudkan
masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Kerja keras pemerintah
bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melahirkan Undang-

Undang Pelayanan Publik (UU PP) adalah sesuatu yang patut dihargai dan

YIbid.

M. Daimul Abror, “Buku Ajar Mata Kuliah Pelayanan Publik” (Buku Ajar tidak
diterbitkan, Program Studi llmu Administrasi Negara Fakultas IImu Sosial Iimu Politik
Universitas Yudharta Pasuruan 2013), 27.
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didukung bersama, hal tersebut secara tidak langsung juga menunjukkan
kepedulian pemerintah akan kesejahteraan warga masyarakatnya.*®

Walaupun, kita sama-sama menyadari bahwa keberadaan sebuah
UU di negara kita ini belum dapat menjamin sebuah pelaksanaan peraturan
secara murni, tepat dan taat. Namun, paling tidak, masyarakat telah
memiliki acuan hukum yang dapat dijadikan landasan berpijak dalam
melakukan legal action terhadap ketidak-becusan aparat negara (maupun
swasta) dalam memberikan pelayanan publik yang sekaligus juga
merangkap pemenuhan hak sipil anggota masyarakat.?

Para aktor kebijakan publik hendaklah mengingkatkan komitmen
yang tinggi terhadap publik, dan manajer yang profesional adalah manajer
yang melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan prinsip-prinsip
keilmuan dan pengalamannya. Manajemen adalah sebuah proses
penyelesaian sebuah tugas dengan tercapainya tujuan yang di cita-citakan.

Sudah dijelaskan dengan paparan teori di atas dapat menjadi
pegangan ataupun landasan para pegawai pemerintah melayani masyarakat
dan masyarakat yang menerima pelayanan dengan baik dan benar. Sebuah
organisasi pemerintahan yang dapat melakukan pelayanan publik juga
mendasari alasan berdirinya sbeuah negara.

Pelayanan publik yang baik juga akan menentukan kemakmuran

masyarakatnya, untuk itu perlu dihadirkan dalam sebuah struktur

Ypid., 27-28.

“lbid.
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pemerintahan entah itu di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten / kota,
bahkan hingga tingkat negara.

Pelayanan yang efektif merupakan dambaan bagi semua warga
negara, tetapi ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal ini karena
permasalahan pada bidang pelayan publik sangat kompleks. Kompleksitas
permasalahan dapat dilihat pada sisi biaya/finansial, kesetaraan gender,
efisiensi, kualitas, relevansi, akses dan pemerataan. Di samping itu,
permasalahan dalam bidang publik sangat dipengaruhi oleh permasalahan
pada bidang kehidupan lainnya di antaranya bidang politik, ekonomi, dan

kesehatan.?*

?1Zaenal Mukarom, Muhibudin Wijaya Laksana, Manajemen Pelayanan Publik
(Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), 131.



BAB Il

SETTING PENELITIAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Kondisi Geografis Kabupaten Gresik

Wilayah Kabupaten Gresik terletak disebelah barat laut Kota
Surabaya yang merupakan lIbukota Provinsi Jawa Timur dengan luas
wilayah 1.191.25 km? yang terbagi dalam 18 Kecamatan dan terdiri dari
330 Desa dan 26 Kelurahan. Kabupaten Gresik juga mempunyai wilayah
kepulauan, yaitu Pulau Bawean dan beberapa pulau kecil di sekitarnya.
Wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa,
sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya.
Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten
Mojokerto, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.
Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak anatara 112° sampai
113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan. Sebagian besar
wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12
meter diatas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang
mempunyai etinggian 25 meter diatas oermukaan air laut.*

Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kebupaten Gresik
merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjangn 140 Km meliputi
Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah,

dan Panceng serta Kecamatan Tambak dan Sangkapura yang berada di

'http://id.wikipedia.org/wiki/Menganti-Gresik (Minggu, 05 Agustus 2017, 12:34).
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Pulau Bawean. Pada wilayah pesisir Kebupaten Gresik telah difasilitasi
dengan pelabuhan umum dan pelabuhan/dermaga khusus, sehingga
Kabupaten Gresik memiliki akses perdagangan regional dan nasional.
Keunggulan geografis ini menjadikan Gresik sebagai alternatif terbaik
untuk investasi atau penanaman modal.?
2. Kondisi Demografis Kabupaten Gresik
Kondisi demografis meliputi ukuran, struktur, dan distribusi
penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat
kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.
a) Penduduk
Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan
Sosial Kabupaten Gresik, jumlah penduduk Kebupaten Gresik pada
akhir tahun 2011 sebesar 1.248.177 jiwa dan terdiri dari 628.702 laki-
laki dan 619.457 perempuan, sedangkan pada tahun 2010 sebesar
1.237.264 jiwa sehingga dari tahun 2010 ke tahun 2011 terjadi
kenaikan jumlah penduduk sebesar 10.913 jiwa atau 0,88%.
Pada tahun 2011 jumlah keluarga di Kabupaten Gresik sebesar
270.264 keluarga dan kepadatan penduduk Kebupaten Gresik pada

tahun 2011 sebesar 1.047 jiwa/Km. Sedangkan angka rasio jenis

2“Kabupaten Gresik”, http://kab-gresik-2013.pdf/2013/ (Minggu, 05 Agustus 2017,

13:06).
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kelamin laki-laki dibanding perempuan pada tahun 2011 sebesar
101%.°
b) Ekonomi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik,
pertumbuhan ekonomi Kebupaten Gresik pada Tahun 2011 mencapai
7,36%, lebih tinggi jika dibanding Tahun 2010 sebesar 6,89%.
Sedangkan inflasi pada Tahun 2011 sebesar 6,53%, lebih rendah
dibanding pada Tahun 2010 sebesar 9,65%. Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2010
sebesar Rp. 38.761.200.000.00. kemudian pada Tahun 2011
meningkat menjadi Rp. 44.330.663.550.000.00. sedangkan Prosuk
Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 pada
Tahun 2010 sebesar Rp. 16.837.438.370.000.00. kemudian pada
Tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 18.076.663.840.000.00.*

Struktur ekonomi Kabupaten Gresik berdasarkan Produk
Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2010
didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar
50,29%. Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran sebesar 21,94%, dan
Sektor Pertaniann sebesar 9,24%. Demikian pula pada Tahun 2011
(angka sementara) juga didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan

dengan Kontribusi oleh Sektor Industri Pengolahan dengan

3%“Kabupaten Gresik”, http://kab-gresik-2013.pdf/2013/ (Minggu, 05 Agustus 2017,

13:06).

K abupaten Gresik”, http://kab-gresik-2013.pdf/2013/ (Minggu, 05 Agustus 2017,

13:06).
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koontribusi sebesar 50,16%, Sektor Perdagangan dan Restoran sebesar
23,09%, dan Sektor Pertanian sebesar 23,09%, dan Sektor Pertanian
sebesar 8,994%. Sehingga secara ekonomi Kabupaten Gresik adalah
Daerah Industri dan Perdagangan dengan didukung Pertanian yang
mantap.’
c) Keadaan Sosial Budaya
Mengenai keadaan sosial dan budaya di Kabupaten Gresik
terbilang masih melestarikan tradisi-tradisi yang diwarisi oleh nenek
moyang. Beberapa tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat
Kabupaten Gresik:
1) Tingkepan adalah sebuah ritual keagamaan yang dilakukan
untuk seorang ibu yang sedang hamil. Ritual ini biasanya
dilakukan saat usia kehamilan menginjak bulan ke 7.
Tingkepan selalu dilakukan oleh masyarakat Kabupaten
Gresik yang sedang hamil, guna mendoakan agar jabang
bayi yang lahir kelak dapat menjadi anak yang berbakti dan
berguna bagi nusa bangsa dan agama. Dalam acara ini sang
walimatul hamli ini sang tuan rumah mengajak sanak
saudara juga tetangga untuk berkumpul dan mendoakan

kebaikan untuk ibu dan si jabang bayi. Warga Sapta Darma

>“K abupaten Gresik”, http://kab-gresik-2013.pdf/2013/ (Minggu, 05 Agustus 2017,

13:06).
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juga bersedia hadir apabila ada tetangga atau kerabatnya
yang sedang melaksanakan Tingkepan ini.®

2) Megengan, yakni sebuah upacara yang sudah ada sejak
dulu atau tradisi untuk mendoakan arwah keluarga yang
sudah meninggal dunia, dan juga untuk menyambut
datangnya bulan suci ramadhan. Acara ini dilakukan
sebelum menginjak bulan ramadhan. Masyarakat
Kabupaten Gresik tidak pernah lupa melakukan tradisi
keagamaan seperti ini. Biasanya megengan ini
dilaksanakan di masjid-masjid dan mushola di Menganti,
setiap orang membawa berkatan (berupa makanan)
masing-masing untuk disedekahkan kepada orang lain yang
menghadiri acara.’

3) Dalam tradisi perkawinan, masyarakat di Kabupaten
Gresik juga sama dengan sistem perkawinan dengan
umumnya. orang yang melamar pertama kali adalah dari
pihak laki-laki lalu dilanjutkan oleh pihak perempuan
untuk melanjutkan dan menentukan tanggal pernikahannya
yang biasa disebut (Mbalekno Lamaran).®

4) Berziarah ke makam-makam para wali atau makam

keluarga, sesepuh, dan juga para tokoh agama yang sudah

®Ingah, Wawancara, Menganti, 09 Oktober 2017.
7Ingah, Wawancara, Menganti, 09 Oktober 2017.
8Ingah, Wawancara, Menganti, 09 Oktober 2017.
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meninggal. Berziarah kubur adalah suatu tradisi yang turun
temurun dilakukan oleh msyarakat Kabupaten Gresik,
selain itu mereka juga melakukan slametan atau tahlilan
atau nderes (kirim doa) selama 7 hari 7 malam untuk orang
yang baru meninggal dunia.’

5) Untuk warga Sapta Darma sendiri mempunyai kegiatan
seperti Pesanggaran (Dewasa, Anaka-Anaka, Remaja),
Penataran Rohani (sujud Penggalian).’°

6) Malam Satu Suroan, seperti yang diketahui jatuhnya
malam satu suro menurut tanggal jawa juga berarti
mulainya bulan Muharram menurut penanggalan hijriyah.
Menurut pandangan agama datangnya malam satu suro ini
adalah berkah bagi semua umat muslim di dunia.
Dikarenakan Muharam adalah salah satu waktu yang baik
dan spesial di antara empat bulan lainnya, di mana Allah
akan memberikan keberkahan luar biasa pada waktu itu.
Terlepas dari sudut pandang suatu agama malam satu suro
juga diwarnai dengan adanya berbagai ritual khusus, salah
satunya yang masih dilakukan di Kabupaten Gresik ini
adalah adanya pagelaran wayang kulit, dan doa bersama.

Untuk warga Sapta Darma sendiri biasanya melakukan

9Ingah, Wawancara, Menganti, 09 Oktober 2017.
Ingah, Wawancara, Menganti, 22 April 2017.
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kunjungan terhadap sesepuh atau orang-orang yang sudah
tua dan dihormati dan ke panti asuhan.**

Itulah beberapa tradisi yang masih terus dilestarikan oleh
masyarakat Kabupaten Gresik hingga saat ini. Budaya dan tradisi tersebut
tidak lepas dari aspek keagamaan yang dianut oleh masyarakat Kabupaten
Gresik. Di Kabupaten Gresik sebagian besar masyarakatnya adalah
beragamakan islam, tetapi masih ditemukan pula beberapa agama dan
aliran kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat Kabupaten Gresik
seperti  kristen, islam Muhammadiyah, Nahdlotul Ulama dan aliran
kepercaran salah satunya adalah Sapta Darma, sehingga tidak heran jika
tradisi-tradisi diatas masih terjaga dengan baik.

d) Keadaan Sosial Politik

Keadaan sosial politik merupakan suatu gambaran gejolak interaksi
yang terjadi di sebuah masyarakat dalam menentukan pandangan-
pandangan politiknya. Keadaan sosial politik biasanya mencakup pola
interaksi masyarakat sehari-hari juga mencakup afiliasi politik. Keadaan
sosial politik dapat pula diartikan sebagai pemaparan suatu pola yang
terjadi dalam masyarakat akibat dari pemikiran-pemikiran politiknya.

Untuk hal-hal yang berbau sosial para warga Sapta Darma juga
tidak apatis mereka menujukkan kepedulian mereka terhadap sesamanya
dan menujukkan sikap toleransinya yang baik dengan ikut serta melakukan

bakti sosial, bakti sosial yang mereka lakukan ini tidak hanya

"Ingah, Wawancara, Menganti, 09 Oktober 2017.
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diperuntuhkan untuk para sesamanya yang sedang mengalami bencana
melainkan diluar dari hal-hal yang berbau bencana warga Sapta Darma
juga sering melakukan bakti sosial.*?

Pada dunia politik, masyarakat Kabupaten Gresik tergolong orang-
orang yang melek politik. Mereka mencoba menjadi warga negara yang
demokratis. Saat momentum pemilu tiba maka masyarakat Kabupaten
Gresik menyambut dengan antusias dan baik, mereka selalu ikut andil
dalam menyalurkan hak suaranya. Untuk tingkat golput di wilayah
Kabupaten Gresik juga terbilang rendah.*

Untuk perpolitikan dalam lingkup warga Sapta Darma sendiri tidak
ada larangan ataupun hal-hal yang membatasi mereka untuk berpolitik,
semua sesuai dengan isi hati nurani, namun di khususkan untuk yang
memiliki jabatan atau sedan menduduki kursi jabatan sebagai Tuntunan,
Ketua Sapta Darma, Sekretaris, dan sepertinya tidak diperbolehkan untuk
berkoalisi ataupun memiliki hubungan diplomatik dengan partai-partai
politik. Hal ini dikhawatirkan akan menjadikan terpecahnya pemikiran dan
kepemimpinan dan menjadikan tidak fokus dalam lingkup Sapta Darma.
Namun untuk warga Sapta Darma yang tidak memiliki jabatan struktural
di dalam Sapta Darma dipersilahkan untuk mengikuti bahkan berkongsi

dengan partai politik, namun tidak dipersilahkan untuk di bawah kedalam

ruang lingkup Sapta Darma. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara

Ingah, Wawancara, Menganti, 22 April 2017.
3Samat, Wawancara, Menganti, 23 Oktober 2017.
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dengan Bapak Misman sebagai Ketua Persatuan Warga Sapta Darma
(PERSADA) Kabupaten Gresik sebagai berikut:

“Kita tidak pernah melarang warga Sapta Darma untuk berpolitik mbak,
hanya saja untuk yang memiliki jabatan struktural di Sapta Darma
seperti saya kan jadi Ketua Persada Kabupaten, terus bu ingah yang
sekertaris, lalu yang menjadi Tuntunan juga tidak diperbolehkan untuk
berkoalisi dengan parta politik, jika masi tetap ingin berkoalisi dengan
partai politik ya mereka harus mau melepas jabatan strutural mereka di
Sapta Darma, karena ditakutkan pemikiran mereka terpecah belah mbak,
nah untuk warga Sapta Darma yang tidak menjabat apa-apa
diperbolehkan dan bahkan dipersilahkan jika ingin berkoalisi dengan
partai poitik yang ada, namun tidak diperbolehkan membahas hal-hal
yang berbau politik di dalam lingkup Sapta Darma .”**

B. Sapta Darma

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai budaya
dalam hal spiritual merupakan warisan pendahulu Bangsa Indonesia.
sebagai kebudayaan dalam hal rohaniah, Kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa telah lama dihayati oleh nenek moyang Bangsa Indonesia.
religi yang menjadi ciri utama dari kebudayaan spiritual itu telah berpakar
dari kebudayaan nenek moyang kita jauh sebelum agama-agama yang ada
dan diakui di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai budaya spiritual
adalah merupakan peninggalan atau warisan dalam hal spiritual atau religi
dari kebudayaan nenek moyang kita dan telah lama menunjukkan
keberadaannya. Atau dapat dikatakan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa sebagai agama peninggalan nenek moyang yang memasukkan

“Misman, Wawancara, Menganti, 01 Januari 2018
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sedikit unsur budaya dan cara tersendiri dari nenek moyang dalam
megimani atau mempercayai sang pencipta alam semseta. ™

Aliran kepercayaan di masyarakat menurut Jaksa Agung Republik
Indonesia pada Munas HPK V tahun 1989 di Kaliurang, Yogyakarta terdiri
dari:*®

1. Aliran kepercayaan masyarakat yang bersumber pada wahyu atau
kitab-kitab suci yang berbentuk aliran-aliran keagamaan.

2. Aliran kepercayaan masyarakat yang bersumber pada budaya
leluhur Bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur dan
telah membudaya pada masyarakat sebagai hasil penalaran daya
cipta, karsa dan rasa manusia yang berwujud kepercayaan budaya
meliputi aliran kebatinan, kejiwaan, Kerokhanian / Kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

3. Aliran-aliran mistik keagamaan dan atau budaya, pedukunan, para
normal, peramalan, metafisika, kanuragan dan sebagainya.

Ajaran Kerokhanian Sapta Darma sebagai salah satu aliran
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa lahir di tengah-tengah
masyarakat Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Turunnya Wewarah Kerokhanian Sapta Darma merupakan kehendak
mutlak dari Hyang Maha Kuasa dan bukan rekayasa atau racikan orang-

perorang, melainkan asli diterima oleh putra Bangsa Indonesia yaitu Bapak

“Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma Dan Perjalanan Panuntun Agung
Sri Gutama (Sanggar Candi Sapta Rengga-Surokarsan MG.11/472 Yogyakarta 55151,
2010), 3.

lbid.
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Hardjosopoero yang selanjutnya dikenal dengan nama / gelar Panuntun
Agung Sri Gutama pada tanggal 27 Desember 1952 di Pare, Kediri, Jawa
Timur."’

Konsep Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah
keyakinan dan pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri.
Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah menjadi dasar bagi
perilaku para penghayat dalam mendekatkan diri kepadaNya dan dalam
perilaku hidup sehari-hari. Pengakuan para penghayat Kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa kemudian dilanjutkan dengan keyakinan
bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta beserta seluruh isinya yang
membawa kosekuensi dan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan
para penghayat. Sederhananya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa ini adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan
menggabungkan sedikit unsur budaya dari peninggalan atau warisan nenek
moyang dalam ritualnya.*®

Aliran Kerohanian Sapta Darma adalah suatu ajaran murni wahyu
yang diterima oleh Bapak Panuntun Agung Sri Gutama, yang nama aslinya
adalah Bapak Hardjosopoero. Beliau dilahirkan di Desa Pare, Pare, Kediri
Propinsi Jawa Timur pada tahun 1914. Ajaran Sapta Darma pertama kali

“diwahyukan” kepada Hardjosopoero pada tanggal 27 Desember 1952.%°

"Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma Dan Perjalanan Panuntun Agung
Sri Gutama (Sanggar Candi Sapta Rengga-Surokarsan MG.11/472 Yogyakarta 55151,
2010), 3.

lbid.

Muhammad Mahbub R, “Apasih Sapta Darma itu?” http//petaksd.blogspot.com/ 2010/
11/14(Minggu, 09 april 2017, 23:00).
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Selanjutnya adalah masa pertapaan dalam Ajaran Agama Sapta
Darma mempunyai arti, yaitu masa diterimanya Wahyu Ajaran Sapta
Darma, yang sekonyong-konyong di luar kemauan sendiri oleh Panuntun
agung Sri Gutama dan disaksikan oleh para sahabatnya yang datang pada
waktu itu, yaitu diterimanya:*°

1) Wahyu Sujud.

2) Wahyu Racut.

3) Wahyu (Simbul Pribadi Manusia, Wewarah Tujuh,
Sesanti).

4) Wahyu Istilah Tuntunan dan Istilah Sanggar.

5) Wahyu Saudara Dua Belas.

6) Wahyu (Tali Rasa, dan Wasiat Tiga Puluh Tiga).

7) Wahyu Wejangan Dua Belas.

Sejak awal mula kemunculan salah satu agama kejawen Sapta
Darma di Indonesia sampai saat ini masih banyak didapati masyarakat
yang tidak mengetahui apa itu Sapta Darma. Tidak hanya masyarakat
awam bahkan sekelas aparat pemerintahan yang bertugas memberikan
pelayanan kepada masyarakat pun banyak yang masih tidak mengetahui
tentang Sapata Darma. Sapta Darma adalah salah satu agama kejawen
yang ada di Indonesia yang masih berkembang sampai saat ini. Tak hanya

Sapta Darma masih ada beberapa agama kejawen lagi yang masih

2Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma Dan Perjalanan Panuntun Agung
Sri Gutama (Sanggar Candi Sapta Rengga-Surokarsan MG.11/472 Yogyakarta 55151,
2010), 11.
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berkembang dalam lingkup masyarakat salah satunya seperti di Kabupaten
Gresik.
1. Persatuan Warga Sapta Darma (PERSADA) Kabupaten Gresik

Munculnya Kepercayaan Sapta Darma di Kabupaten Gresik ialah
kurang lebih sudah 35 tahun yang lalu tepatnya di tahun 1983 silam,
bermula dari kakek dari Ibu Ingah yang bekerja di sawah, beliau di datangi
oleh seseorang yang kemudian mengenalkannya pada Kerohanian Sapta
Darma. Bermula dari sanalah Kerohanian Sapta Darma mulai menyebar di
area Kecamatan Menganti hingga Kabupaten Gresik.?

Dari tahun ke tahun warga (begitu mereka menyebut penganut
Sapta Darma) mengalami kenaikan dan penurunan disebabkan faktor
kelahiran juga kematian. Sanggar (begitu merka menyebut tempat ibadah
penganut Sapta Darma) juga sudah mulai terang-terangan di bangun dan di
buka, setelah sebelumnya hanya mengandalkan tanah atau rumah wagaf
atau pemberian dari salah seorang warga Sapta Darma untuk dijadikan

sebagai sanggar atau tempat ibadah.*

DAFTAR WARGA SAPTA DARMA KABUPATEN GRESIK

Jenis Tempat
No Nama Kelamin | Pekerjaan | Tanggal Alamat
Lahir
1 Sutiana Wanita | Pensiunan | Gresik, 27 | JI. Kapten
Februari Darmosugondo
1957 22/19, Kelurahan

?Ingah, Wawancara, Menganti, 09 Oktober 2017.
?2Samat, Wawancara, Menganti, 23 Oktober 2017.
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Tenggulungan
RT.002 RW.001
Kecamatan Kebomas
Kabupaten Gresik

Ngaderi Pria Swasta Gresik, 14 | Sumengko  Krajan
Triyanto juli 1971 RT.011 RW.004
Desa Sumengko
Kecamatan
Wringinanom,
Gresik 61176
Suparni Wanita | Swasta Gresik, 08 | Sumengko  Krajan
Juni 1978 | RT.011 RW.004
Desa Sumengko
Kecamatan
Wringinanom,
Gresik 61176
Ribudiono Pria Swasta Gresik, 10 | Sumengko  Krajan
Maret RT.011 RW.004
1972 Desa Sumengko
Kecamatan
Wringinanom,
Gresik 61176
Rini Astutik | Wanita | Swasta Gresik, 25 | Sumengko  Krajan
April 1977 | RT.011 RW.004
Desa Sumengko
Kecamatan
Wringinanom,
Gresik 61176
Suparno Pria Petani Sumengko  Krajan
RT.011 RW.004
Desa Sumengko
Kecamatan
Wringinanom,
Gresik 61176
Misman, SH. | Pria Swasta Gresik, 25 | Sumengko  Krajan
Desember | RT.011 RW.004
1980 Desa Sumengko
Kecamatan
Wringinanom,
Gresik 61176
Sarto Pria Petani Gresik, 06 | Dusun Lampah
November | RT.005 RW.002
1951 Desa Lampah
Kecamatan
Kedamean, Gresik

61175
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9 Wartini Wanita | Petani Gresik, 08 | Dusun Lampah
Juni 1948 | RT.005 RW.002
Desa Lampah
Kecamatan
Kedamean, Gresik
61175
10 | Suwiji Pria Pedagang Gresik, 18 | Dusun Slempit
November | RT.017 RW.003
1962 Desa Slempit
Kecamatan
Kedamean, Gresik
61175
11 | Ramiani Wanita | Ibu Rumah | Gresik, 30 | Dusun Slempit
Tangga Juni 1963 | RT.017 RW.003
Desa Slempit
Kecamatan
Kedamean, Gresik
61175
12 | Suliyah Wanita | Swasta Gresik, 04 | Dusun Slempit
April 1986 | RT.017 RW.003
Desa Slempit
Kecamatan
Kedamean, Gresik
61175
13 | Aris Suwoso | Pria Swasta Gresik, 19 | Dusun Slempit
Februari RT.017 RW.003
1982 Desa Slempit
Kecamatan
Kedamean, Gresik
61175
14 | Mundir Pria Swasta Gresik, 30 | Dusun Slempit
Juni 1971 | RT.017 RW.003
Desa Slempit
Kecamatan
Kedamean, Gresik
61175
15 | Satidjah Wanita | Ibu Rumah | Madiun, Dusun Slempit
Tangga 05 Oktober | RT.017 RW.003
1973 Desa Slempit
Kecamatan
Kedamean, Gresik
61175
16 | Malikah Wanita | Petani Gresik, 30 | Dusun Slempit
Juni 1945 | RT.017 RW.003
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Desa Slempit
Kecamatan
Kedamean,  Gresik
61175
17 | Lagianto Pria Petani Gresik, 30 | Dusun Slempit
Juni 1962 | RT.017 RW.003
Desa Slempit
Kecamatan
Kedamean,  Gresik
61175
18 | Ramiasih Wanita | Petani Gresik, 30 | Dusun Slempit
Juni 1965 | RT.017 RW.003
Desa Slempit
Kecamatan
Kedamean, Gresik
61175
19 | Ramisno Pria Petani Gresik, 30 | Dusun Slempit
Juni 1925 | RT.017 RW.003
Desa Slempit
Kecamatan
Kedamean, Gresik
61175
20 | Ratemi Wanita | Petani Gresik, 30 | Dusun Slempit
Juni 1936 | RT.017 RW.003
Desa Slempit
Kecamatan
Kedamean, Gresik
61175
21 | Mohammad | Pria Swasta Gresik, 01 | Dusun Slempit
Sholeh Desember | RT.017 RW.003
1987 Desa Slempit
Kecamatan
Kedamean,  Gresik
61175
22 | Sri Murni | Wanita | Ibu Rumah | Gresik, 04 | Dusun Slempit
Intansari Tangga Juni 1993 | RT.017 RW.003
Desa Slempit
Kecamatan
Kedamean,  Gresik
61175
23 | Mujiono Pria Wiraswasta | Gresik, 06 | Dusun Slempit
Oktober RT.017 RW.003
1969 Desa Slempit
Kecamatan
Kedamean,  Gresik

61175
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24 | Kasiani Wanita | Ibu Rumah | Gresik, 23 | Dusun Slempit
Tangga Januari RT.017 RW.003
1975 Desa Slempit
Kecamatan
Kedamean, Gresik
61175
25 | Surip Pria Petani Gresik, 30 | Dusun Slempit
Juni 1964 | RT.017 RW.003
Desa Slempit
Kecamatan
Kedamean, Gresik
61175
26 | Suriyanto Pria Wiraswasta | Mojokerto, | Dusun Slempit
19 Maret | RT.010 RW.002
1964 Desa Slempit
Kecamatan
Kedamean, Gresik
61175
27 | Suhanik Wanita | Ibu Rumah | Gresik, 30 | Dusun Slempit
Tangga Juni 1969 | RT.010 RW.002
Desa Slempit
Kecamatan
Kedamean, Gresik
61175
28 | Riadi Pria Wiraswasta | Surabaya, | Dusun Slempit
30 Juni | RT.019 RW.004
1952 Desa Slempit
Kecamatan
Kedamean,  Gresik
61175
29 | Karniti Wanita | lbu Rumah | Gresik, 15 | Dusun Slempit
Tangga Juni 1963 | RT.019 RW.004
Desa Slempit
Kecamatan
Kedamean,  Gresik
61175
30 | Tasri Wanita | Ibu Rumah | Gresik, 30 | Dusun Slempit
Tangga Juni 1958 | RT.008 RW.002
Desa Slempit
Kecamatan
Kedamean,  Gresik
61175
31 | Kandar Pria Petani Gresik, 30 | Desa Kedamean
Juli 1930 | RT.016 RW.006
Desa Kedamean

Kecamatan
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Kedamean,  Gresik
61175
32 | Suwaji Pria Wiraswasta | Gresik, 25 | Dusun Tanjung
Wibisono Maret Dukuhan RT.005
Bin Kaniman 1957 RW.004 Desa
Tanjung Kecamatan
Kedamean,  Gresik
61175
33 | Sukayah Wanita | Wiraswasta | Lamongan, | Dusun Tanjung
Binti Sidiq 05 Maret | Dukuhan RT.005
1959 RW.004 Desa
Tanjung Kecamatan
Kedamean,  Gresik
61175
34 | Pardi Pria Petani Gresik, 20 | Dusun Tanjung
April 1955 | RT.003 RW.004
Desa Tanjung
Kecamatan
Kedamean, Gresik
61175
35 | Sumi Wanita | Ibu Rumah | Gresik, 06 | Dusun Tanjung
Tangga Agustus RT.003 RW.004
1962 Desa Tanjung
Kecamatan
Kedamean,  Gresik
61175
36 | Sampuri Pria Wiraswasta | Gresik, 03 | Dusun Bodin RT.002
Februari RW.007 Desa
1955 Sidoharjo Kecamatan
Kedamean, Gresik
61175
37 | Sumiyati Wanita | Ibu Rumah | Gresik, 01 | Dusun Bodin RT.002
Tangga Januari RW.007 Desa
1961 Sidoharjo Kecamatan
Kedamean,  Gresik
61175
38 | Saliyan Pria Petani Gresik, 30 | Desa Kedamean
Juni 1943 | RT.001 RW.001
Desa Kedamean
Kecamatan
Kedamean,  Gresik
61175
39 | Tami Wanita | Ibu Rumah | Gresik, 30 | Desa Kedamean
Tangga Juni 1953 | RT.001 RW.001
Desa Kedamean

Kecamatan
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Kedamean, Gresik
61175
40 | Siti Wanita Ibu Rumah | Gresik, 30 | Desa Kedamean
Muslikah Tangga Juni 1966 | RT.001 RW.001
Desa Kedamean
Kecamatan
Kedamean, Gresik
61175
41 | Matsari Pria Wiraswasta | Gresik, 06 | Dusun Sawen
Oktober RT.003 RW.005
1957 Desa Tanjung
Kecamatan
Kedamean, Gresik
61175
42 | Suminah Wanita Ibu Tumah | Gresik, 20 | Dusun Sawen
Tangga Mei 1965 | RT.003 RW.005
Desa Tanjung
Kecamatan
Kedamean, Gresik
61175
43 | Condro Pria Swasta Gresik, 13 | Dusun Sawen
Kirono September | RT.003 RW.005
1993 Desa Tanjung
Kecamatan
Kedamean, Gresik
61175
44 | Joko Pria Swasta Gresik, 04 | Dusun Sawen
Sampurno Juli 1996 | RT.003 RW.005
Desa Tanjung
Kecamatan
Kedamean, Gresik
61175
45 | Andri Pria Swasta Gresik, 01 | Dusun Ploso RT.10
Januari RWO05 Desa Gluran
1973 Ploso Kecamatan
Benjeng, Gresik
61172
46 | Amenah Wanita Ibu Rumah | Gresik, 08 | Dusun Ploso RT.10
Tangga Juni 1948 | RW05 Desa Gluran
Ploso Kecamatan
Benjeng, Gresik
61172
47 | Derjoyo Pria Swasta Gresik, 10 | Dusun Ploso RT.10
Juni 1983 | RWO05 Desa Gluran

Kecamatan
Gresik

Ploso
Benjeng,
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61172
48 | Agung Pria Petani Gresik, Dusun Ploso RT.10
Markuat 1952 RWO05 Desa Gluran
Ploso Kecamatan
Benjeng, Gresik

61172
49 | Sulikan Pria Swasta Gresik, 08 | Dusun Ploso RT.10
Juli 1959 RWO05 Desa Gluran
Ploso Kecamatan
Benjeng, Gresik

61172
50 | Mulikan Pria Swasta Gresik, 22 | Dusun Ploso RT.11
April 1957 | RWO05 Desa Gluran
Ploso Kecamatan
Benjeng, Gresik

61172
51 | Ratipah Wanita | Ibu Rumah | Gresik, 20 | Dusun Ploso RT.11
Tangga Juni 1947 | RWO05 Desa Gluran
Ploso Kecamatan
Benjeng, Gresik

61172
52 | Sutikno Pria Petani Gresik, 01 | Dusun Ploso RT.12
Januari RWO05 Desa Gluran
1950 Ploso Kecamatan
Benjeng, Gresik

61172
53 | Dwi Pria Swasta Gresi, 14 | Dusun Ploso RT.12
Purwanto Mei 1987 | RWO05 Desa Gluran
Ploso Kecamatan
Benjeng, Gresik

61172
54 | Teguh Pria Swasta Gresik, 18 | Dusun Ploso RT.12
Setiono Mei 1993 | RW05 Desa Gluran
Ploso Kecamatan
Benjeng, Gresik

61172
55 | Paing Pria Petani Gresik, 01 | Dusun Ploso RT.12
Januari RWO05 Desa Gluran
1963 Ploso Kecamatan
Benjeng, Gresik

61172
56 | Suparno Pria Petani Gresik, 10 | Dusun Ploso RT.12
Maret RWO05 Desa Gluran
1964 Ploso Kecamatan
Benjeng, Gresik

61172
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57 | Wiwit Wanita | Petani Gresik, 20 | Dusun Ploso RT.12
Januari RWO05 Desa Gluran
1968 Ploso Kecamatan
Benjeng, Gresik
61172
58 | Eko Prayitno | Pria Swasta Gresik, 06 | Dusun Ploso RT.12
November | RWO05 Desa Gluran
1986 Ploso Kecamatan
Benjeng, Gresik
61172
59 | Suhanto Pria Petani Gresik, 07 | Dusun Ploso RT.12
Maret RWO05 Desa Gluran
1959 Ploso Kecamatan
Benjeng, Gresik
61172
60 | Sumari Pria Petani Gresik, 08 | Dusun Ploso RT.12
Maret RWO05 Desa Gluran
1952 Ploso Kecamatan
Benjeng, Gresik
61172
61 | Tiasih Wanita Petani Grelik, Dusun Ploso RT.12
1963 RWO05 Desa Gluran
Ploso Kecamatan
Benjeng, Gresik
61172
62 | Madin Pria Petani Gresik, 01 | Bengkelolor RT.003
April 1945 | RW.002 Desa
Bengkelolor
Kecamatan Benjeng,
Gresik 61172
63 | Budiono Pria Wiraswasta | Gresik, 10 | Bengkelolor RT.004
Maret RW.002 Desa
1982 Bengkelolor
Kecamatan Benjeng,
Gresik 61172
64 | Suwandi Pria Petani Gresik, 24 | Bengkelokidul
Desember | RT.008 RW.004
1966 Desa Begkelokidul
Kecamatan Benjeng,
Gresik 61172
65 | Sujadi Pria Petani Gresik, 13 | Bulangkulon RT.002
Mei 1968 | RW.004 Desa
Bulangkulon
Kecamatan Benjeng,
Gresik 61172
66 | Mari Pria Petani Gresik, 05 | Bulangkulon RT.002




76

Desember | RW.004 Desa

1959 Bulangkulon
Kecamatan Benjeng,

Gresik 61172
67 | Pa’i Pria Petani Gresik, 12 | Bulangkulon RT.001
November | RW.005 Desa

1957 Bulangkulon
Kecamatan Benjeng,

Gresik 61172
68 | Sulkan Pria Tukang Gresik, 03 | Bulangkulon RT.002
Ojek Juli 1954 | RW.005 Desa

Bulangkulon
Kecamatan Benjeng,

Gresik 61172
69 | Sekar Wanita | Ibu Rumah | Gresik, 04 | Bulangkulon RT.002
Tangga Februari RW.005 Desa

1959 Bulangkulon
Kecamatan Benjeng,

Gresik 61172
70 | Sutiah Wanita | Ibu Rumah | Gresik, 10 | Dusun Bulang
Tangga Juli 1966 RT.001 RW.001
Desa  Deliksumber
Kecamatan Benjeng,

Gresik 61172
71 | Sokran Pria Buruh Gresik, 10 | Dusun Bulang
Wibowo Harian Desember | RT.001 RW.001
Lepas 1964 Desa  Deliksumber
Kecamatan Benjeng,

Gresik 61172
72 | Suparno Pria Swasta Gresik, 01 | Dusun Bulang
Januari RT.001 RW.001
1962 Desa  Deliksumber
Kecamatan Benjeng,

Gresik 61172
73 | Suwadi Pria Petani Gresik, 04 | Dusun Bulang
Oktober RT.001 RW.001
1960 Desa  Deliksumber
Kecamatan Benjeng,

Gresik 61172
74 | Rasmijo Pria Wiraswasta | Gresik, 16 | Dusun Bulang
Oktober RT.002 RW.001
1960 Desa  Deliksumber
Kecamatan Benjeng,

Gresik 61172
75 | Kadig Pria Pedagang Gresik, 03 | Dusun Kricak
Maret RT.001 RW.001
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1967 Desa Karang Kidul
Kecamatan Benjeng,

Gresik 61172
76 | Ramat Pria Wiraswasta | Gresik, 10 | Dusun Kricak
Januari RT.003 RW.001
1959 Desa Karang Kidul
Kecamatan Benjeng,

Gresik 61172
77 | Kandi Pria Petani Gresik, 01 | Dusun Kricak
Januari RT.004 RW.001
1958 Desa Karang Kidul
Kecamatan Benjeng,

Gresik 61172
78 | Slamet Pria Wiraswasta | Gresik, 30 | Dusun Kricak
Juni 1959 | RT.004 RW.001
Desa Karang Kidul
Kecamatan Benjeng,

Gresik 61172
79 | Supi Wanita | Wiraswasta | Gresik, 01 | Dusun Kricak
Januari RT.004 RW.001
1963 Desa Karang Kidul
Kecamatan Benjeng,

Gresik 61172
80 | Sulasmi Wanita Ibu Rumah | Gresik, 31 | Dusun Dermo
Tangga Januari RT.008 RW.002
1967 Desa Dermo
Kecamatan Benjeng,

Gresik 61172
81 | Mislan Wanita | Wiraswasta | Gresik, 23 | Dusun Dermo
Juni 1960 | RT.008 RW.002
Desa Dermo
Kecamatan Benjeng,

Gresik 61172
82 | Kasmiadji Pria Wiraswasta | Gresik, 10 | Cerme Lor RT.001
September | RW.006 Desa
1960 Cereme Lor
Kecamatan Cerme,

Gresik
83 | Munikah Wanita | Ibu Rumah | Gresik, 08 | Cerme Lor RT.001
Tangga Juni 1948 | RW.006 Desa
Cereme Lor
Kecamatan Cerme,
Gresik

84 | Jonfat Pria Wiraswasta | Jember, 12 | Cerme Kidul RT.005
Hariyanto Desember | RW.001 Desa Cerme

1967

Kidul Kecamatan
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Cerme, Gresik

85 | Erwani Wanita | Ibu Rumah | Surabaya, | Cerme Kidul RT.005
Listianingsih Tangga 04 Maret | RW.001 Desa Cerme
1976 Kidul Kecamatan

Cerme, Gresik
86 | Vio Jodhan | Pria Mahasiswa | Surabaya, | Cerme Kidul RT.005
Prasetio 03 Oktober | RW.001 Desa Cerme
1993 Kidul Kecamatan

Cerme, Gresik
87 | Rizky Pria Pelajar Surabaya, | Cerme Kidul RT.005
Rhamadani 14 RW.001 Desa Cerme
Februari Kidul Kecamatan

1996 Cerme, Gresik
88 | Chairul Pria Pelajar Surabaya, | Cerme Kidul RT.005
Revomanto 10 Juni | RW.001 Desa Cerme
1998 Kidul Kecamatan

Cerme, Gresik
89 | Moh. Yasin | Pria Swasta Jember, 03 | Cerme Kidul RT.005
Januari RW.001 Desa Cerme
1965 Kidul Kecamatan

Cerme, Gresik
90 | Misdi Pria Swasta Gresik, 16 | Cerme Kidul RT.001
Kusdiyanto Mei 1985 | RW.002 Desa Cerem
Kidul Kecamatan

Cerme, Gresik
91 | Tumijah Wanita | Ibu Rumah | Gresik, 14 | Cerme Kidul RT.001
Tangga Februari RW.002 Desa Cerem
1960 Kidul Kecamatan

Cerme, Gresik
92 | Sumanto Pria Swasta Gresik, 31 | Cerme Kidul RT.001
Juli 1990 RW.002 Desa Cerem
Kidul Kecamatan

Cerme, Gresik
93 | Suparman Pria Swasta Gresik, 09 | Cerme Kidul RT.001
Juni 1983 | RW.002 Desa Cerem
Kidul Kecamatan

Cerme, Gresik
94 | Miskanto Pria Swasta Gresik, 22 | Cerme Kidul RT.001
Oktober RW.002 Desa Cerem
1987 Kidul Kecamatan

Cerme, Gresik
95 | Ismail Pria Buruh Gresik, 07 | Ngaglik Cerme
Harian Oktober Kidul RT.002
Lepas 1953 RW.001 Desa Cerme
Kidul Kecamatan

Cerme, Gresik
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96 | Matakim Pria Wiraswasta | Gresik, 06 | Cerme Kidul RT.001
Mei 1956 | RW.002 Desa Cerme
Kidul Kecamatan
Cerme, Gresik
97 | Djuki Pria Petani Gresik, 30 | Cerme Kidul RT.001
Jumi 1952 | RW.002 Desa Cerme
Kidul Kecamatan
Cerme, Gresik
98 | Sumadi Pria Petani Gresik, 27 | Sukoanyar RT.001
Juli 1954 RW.003 Desa
Sukoanyar
Kecamatan Cerme,
Gresik
99 | Suyitno Pria Swasta Gresik, 12 | Sukoanyar RT.001
Agustus RW.003 Desa
1968 Sukoanyar
Kecamatan Cerme,
Gresik
100 | Sarjo Pria Swasta Gresi, 19 | Sukoanyar RT.001
Juli 1965 | RW.003 Desa
Sukoanyar
Kecamatan Cerme,
Gresik
101 | Sartam Pria Wiraswasta | Gresik, 12 | Sukoanyar RT.002
Februari RW.002 Desa
1937 Sukoanyar
Kecamatan Cerme,
Gresik
102 | Sarmo Pria Swasta Gresik, 04 | Sukoanyar RT.002
November | RW.002 Desa
1948 Sukoanyar
Kecamatan Cerme,
Gresik
103 | Munawar Pria Petani Gresik, 26 | Sukoanyar RT.001
Agustus RW.003 Desa
1957 Sukoanyar
Kecamatan Cerme,
Gresik
104 | Suyoto Pria Wiraswasta | Gresik, 12 | Sukoanyar RT.001
Agustus RW.003 Desa
1973 Sukoanyar
Kecamatan Cerme,
Gresik
105 | Suning Wanita | Swasta Gresik, 21 | Sukoanyar RT.001
Maret RW.003 Desa
1967 Sukoanyar
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Kecamatan Cerme,
Gresik
106 | Agus Salim | Pria Petani Gresik, 12 | Terongbangi RT.001
Juli 1957 RW.001 Desa
Kandangan
Kecamatan Cerme,
Gresik
107 | Kasri Wanita | Petani Gresik, 15 | Terongbangi RT.001
Desember | RW.001 Desa
1945 Kandangan
Kecamatan Cerme,
Gresik
108 | Kemo Pria Petani Gresik, 30 | Terongbangi RT.001
Desember | RW.001 Desa
1945 Kandangan
Kecamatan Cerme,
Gresik
109 | Riaton Wanita | Petani Gresik, 25 | Terongbangi RT.001
Juni 1955 | RW.001 Desa
Kandangan
Kecamatan Cerme,
Gresik
110 | Suwarto Pria Swasta Gresik, 06 | Terongbangi RT.001
Agustus RW.001 Desa
1971 Kandangan
Kecamatan Cerme,
Gresik
111 | Ginten Wanita | Petani Gresik, 30 | Terongbangi RT.001
Desember | RW.001 Desa
1931 Kandangan
Kecamatan Cerme,
Gresik
112 | Pakeh Pria Petani Gresik, 17 | Terongbangi RT.001
Juni 1952 | RW.001 Desa
Kandangan
Kecamatan Cerme,
Gresik
113 | Sainem Wanita | Ibu Rumah | Gresik, 06 | Terongbangi RT.001
Tangga Mei 1957 | RW.001 Desa
Kandangan
Kecamatan Cerme,
Gresik
114 | Sujak Iman | Pria Swasta Gresik, 08 | Terongbangi RT.001
Agustus RW.001 Desa
1981 Kandangan
Kecamatan Cerme,
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Gresik
115 | Jamilah Wanita | Tidak Gresik, 08 | Terongbangi RT.001
Astutik Bekerja April 1988 | RW.001 Desa
Kandangan
Kecamatan Cerme,
Gresik
116 | Niti Saleh Pria Tidak Gresik, 31 | Terongbangi RT.003
Bekerja Desember | RW.001 Desa
1930 Kandangan
Kecamatan Cerme,
Gresik
117 | Keminah Wanita | Wiraswasta | Gresik, 15 | Terongbangi RT.003
Juli 1960 | RW.001 Desa
Kandangan
Kecamatan Cerme,
Gresik
118 | Iswandi Pria Wiraswasta | Gresik, 30 | Gurang Kulon
Juni 1976 | RT.001 RW.001
Desa Guranganyar
Kecamatan Cerme,
Gresik
119 | Sari Mujiati | Wanita | Swasta Gresik, 02 | Gurang Kulon
Februari RT.001 RW.001
1979 Desa  Guranganyar
Kecamatan Cerme,
Gresik
120 | Sa’in Pria Wiraswasta | Gresik, 31 | Padeg RT.002
Desember | RW.006 Desa Padeg
1954 Kecamatan Cerme,
Gresik
121 | Suwardi Pria Petani Gresik, 02 | Padeg RT.002
Oktober RW.002 Desa Padeg
1954 Kecamatan Cerme,
Gresik
122 | Satri’ah Wanita | Petani Gresik, 09 | Padeg RT.002
Maret RW.002 Desa Padeg
1956 Kecamatan Cerme,
Gresik
123 | Sutilah Wanita | Petani Gresik, 30 | Padeg RT.002
Juni 1958 | RW.002 Desa Padeg
Kecamatan Cerme,
Gresik
124 | Tahan Pria Petani Gresik, 30 | Padeg RT.002
Juni 1949 | RW.002 Desa Padeg
Kecamatan Cerme,

Gresik
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125 | Satiyah Wanita | Ibu Rumah | Gresik, 31 | Padeg RT.002
Tangga Oktober RW.002 Desa Padeg
1964 Kecamatan Cerme,
Gresik
126 | Kurnia Wanita | Swasta Gresik, 12 | Padeg RT.002
Andriani September | RW.002 Desa Padeg
1984 Kecamatan Cerme,
Gresik
127 | Tiara Wanita | Tidak Gresik, 23 | Padeg RT.002
Swastika Bekerja Mei 1990 | RW.002 Desa Padeg
Kecamatan Cerme,
Gresik
128 | Kastim Pria Swasta Gresik, 15 | Pranti RT.002
februari RW.003 Desa Pranti
1950 Kecamatan
Menganti, Gresik
129 | Munaji Pria Petani Gresik, 08 | Domas RT.007
Juni 1948 | RW.002 Desa
Domas Kecamatan
Menganti, Gresik
130 | Markasim Pria Wiraswasta | Gresik, 05 | Sidojangkung
Oktober RT.023 RW.002
1965 Desa Sidojangkung
Kecamatan
Menganti, Gresik
131 | Sulistiyowati | Wanita | Ibu Rumah | Gresik, 30 | Sidojangkung
Tangga Agustus RT.023 RW.002
1968 Desa Sidojangkung
Kecamatan
Menganti, Gresik
132 | Minardi Pria Petani Gresik, 26 | Sidojangkung
Juni 1968 | RT.009 RW.003
Desa Sidojangkung
Kecamatan
Menganti, Gresik
133 | Minarsih Wanita | Ibu Rumah | Gresik, 18 | Sidojangkung
Tangga April 1974 | RT.009 RW.003
Desa Sidojangkung
Kecamatan
Menganti, Gresik
134 | Asenah Wanita | Mahasiswi | Gresik, 30 | Sidojangkung
Maret RT.009 RW.003
1995 Desa Sidojangkung
Kecamatan
Menganti, Gresik
135 | Suparto Pria Petani Gresik, 30 | Sidojangkung




83

Agustus RT.008 RW.003
1950 Desa Sidojangkung
Kecamatan
Menganti, Gresik
136 | Kasemin Pria Petani Gresik, 30 | Sidojangkung
Agustus RT.005 RW.002
1937 Desa Sidojangkung
Kecamatan
Menganti, Gresik
137 | Roto Pria Petani Gresik, 30 | Sidojangkung
Agustus RT.013 RW.004
1954 Desa Sidojangkung
Kecamatan
Menganti, Gresik
138 | Emus Pria Petani Gresik, 30 | Sidojangkung
Juni 1940 | RT.010 RW.003
Desa Sidojangkung
Kecamatan
Menganti, Gresik
139 | Darmono Pria Swasta Gresik, 15 | Sidojangkung
Februari RT.001 RW.001
1962 Desa Sidojangkung
Kecamatan
Menganti, Gresik
140 | Kumaiyah Wanita | Ibu Rumah | Gresik, 30 | Sidojangkung
Tangga Juni 1968 | RT.001 RW.001
Desa Sidojangkung
Kecamatan
Menganti, Gresik
141 | Wahini Pria Wiraswasta | Gresik, 29 | Domas RT.010
September | RW.003 Desa
1974 Domas Kecamatan
Menganti, Gresik
142 | Hanik Wanita | Ibu Rumah | Gresik, 26 | Domas RT.010
Haryani Tangga April 1979 | RW.003 Desa
Domas Kecamatan
Menganti, Gresik
143 | Suwarni Wanita | Ibu Rumah | Gresik, 05 | Domas RT.010
Tangga Mei 1946 | RW.003 Desa
Domas Kecamatan
Menganti, Gresik
144 | Samat Pria Wiraswasta | Jombang, | Domas RT.011
30 RW.004 Desa
November | Domas Kecamatan
1966 Menganti, Gresik
145 | Ingah Wanita | Ibu Rumah | Gresik, 20 | Domas RT.011
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Tangga Agustus RW.004 Desa
1972 Domas Kecamatan
Menganti, Gresik
146 | Wakit Pria Pedagang Gresik, 23 | Domas RT.013
Juli 1944 | RW.005 Desa
Domas Kecamatan
Menganti, Gresik
147 | Keminah Wanita | Ibu Rumah | Gresik, 17 | Domas RT.013
Tangga Juni 1950 | RW.005 Desa
Domas Kecamatan
Menganti, Gresik
148 | Marpuk Wanita | lbu Rumah | Gresik, 15 | Domas RT.007
Tangga Juli 1958 | RW.002 Desa
Domas Kecamatan
Menganti, Gresik
149 | Munah Wanita | Ibu Rumah | Gresik, 29 | Domas RT.007
Tangga Februari RW.002 Desa
1948 Domas Kecamatan
Menganti, Gresik
150 | Sulami Wanita | Ibu Rumah | Gresik, 21 | Domas RT.011
Tangga Juni 1953 | RW.004 Desa
Domas Kecamatan
Menganti, Gresik
151 | Parde Pria Petani Gresik, 17 | Domas RT.007
Agustus RW.002 Desa
1950 Domas Kecamatan
Menganti, Gresik
152 | Supari Pria Pedagang Gresik, 12 | Boteng RT.008
Agustus RW.003 Desa
1947 Boteng Kecamatan
Menganti, Gresik
153 | Rumadi Pria Swasta Gresik, 29 | Dusun Buyuk
Desember | RT.013 RW.006
1971 Desa Bringkang
Kecamatan
Menganti, Gresik
154 | Kasmen Pria Swasta Gresik, 08 | Gadingwatu RT.002
Oktober RW.005 Desa
1974 Gadingwatu
Kecamatan
Menganti, Gresik
155 | Suhartik Wanita | Ibu Rumah | Gresik, 28 | Gadingwatu RT.002
Tangga Mei 1981 | RW.005 Desa
Gadingwatu
Kecamatan

Menganti, Gresik
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156

Jikin Pria Swasta Gresik, 15 | Niron Wetan RT.001
Juni 1965 | RW.002 Desa
Gading Watu
Kecamatan
Menganti, Gresik

157

Tunikah Wanita | Ibu Rumah | Sidoarjo, Niron Wetan RT.001
Tangga 15 Agustus | RW.002 Desa
1965 Gading Watu
Kecamatan
Menganti, Gresik

Sumber Data: Sekertaris Sapta Darma
Sanggar inti warga Sapta Darma bertempat di Yogyakarta, untuk di
daerah Kabupaten Gresik sendiri ada sekitar 13 sanggar yang berdiri, di
Kecamatanan Menganti sendiri ada di 3 Desa yaitu di Desa Domas, Desa
Sidojangkung, Desa Beton, di Kecamatan Kedamean ada di Desa Tanjung
dan Desa Slempit, di Kecamatan Benjana ada di Desa Gluran Ploso dan
Desa Kricak, di Kecamatan Cerme ada di Desa Suko Anyar, Desa
Kandangan, Desa Cerme Lor, Desa Cerme Kidul, di Kecamatan Kebomas
ada di Desa Sido Moro dan di Desa Tenggulungan.?®
Pengosogan Kolom Agama di KTP
Agama dalam sebuah kartu tanda penduduk (KTP) adalah termasuk
dalam salah satu hal pokok yang wajib dicantumkan, dikarenakan sebuah
kartu tanda pengenal atau kartu tanda penduduk sangat di butuhkan dalam
banyak hal antara lain:
1) Sebagai kartu identitas diri atau tanda pengenal.
2) Diperlukan untuk persyaratan uatama dalam banyak hal.

3) KTP sebagai jaminan yang terpercaya.

»Samat, Wawancara, Menganti, 23 Oktober 2017.
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4) KTP sebagai kartu yang multifungsi (seperti untuk
membuat ATM, juga diperlukan agar seseorang dapat ikut
serta dalam pemilihan umum atau pemilu).

5) KTP sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan dari
pemerintah.

6) Tanda pengenal yang diakui secara internasional.

7) Sebagai pemenuh persyaratan dalam pembuatan surat
perijinan (surat ijin mengemudi atau SIM).

8) Bahkan hingga sebagai pengenal ketika terjadi kecelakaan.

Seperti yang kita ketahui bahwasannya Agama adalah suatu
identitas kerohanian yang di miliki setiap warga negara khususnya
Republik Indonesia, yang mana agama ini sangat di butuhkan dalam
kehidupan manusia. Fenomena pengosongan kolom agama di KTP sedikit
banyak menimbulkan pro dan korntra akan keberlangsungan kehidupan
khususnya dibidang pelayanan dan administrasi publik, pengosongan
kolom agama dalam KTP dilakukan oleh sebuah kelompok atau
perkumpulan masyarakat yang menganut suatu faham ataupun aliran yang

keberadaannya tidak di akui sebagai agama khususnya di Indonesia.

Fenomena pengosongan kolom gama di KTP telah cukup banyak
terjadi dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah para penganut
aliran kerokhanian ini ingin apa yang mereka yakini, dan percayai diakui
sebagai agama yang sama seperti enam agama yang diakui di negara

Indonesia yaitu Islam, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Sekaligus
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juga menjadi pembuktian dari mereka atas rasa cinta dan patuh terhadap

apa yang mereka yakini, percayai dan yang mereka anut.

Para penganut aliran kepercayaan berani mengosongkan kolom
agama di KTP mereka setelah Lahirnya ketentuan tentang pengosongan
kolom agama di KTP dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang administrasi kependudukan.?*

Jika Kkita runut adalah karena adanya ketentuan tentang pengakuan
agama di Indonesia. ketentuan tentang agama yang di akui oleh Negara
dalam hal ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1965 tentang
Pencegahan dan Penodaan Agama. Dalam penjelasan Pasal 1 yang, pada
intinya Negara mengakui keberadaan enam agama yang selama ini telah
ada dan dipeluk oleh masyarakat Indonesia. keenam agama itu ialah Islam,
Katolik, Protestan, Hind, Buddha dan Konghucu. Diluar enam agama di
atas pemerintah tetap memberikan eksistensinya asal tidak mengganggu
dan melanggar ketentuan di Indonesia. Dikarenakan hal-hal tersebut diatas
para penganut aliran krokhanian memberanikan diri untuk mengosongkan

kolom agama di KTP mereka.”

Keterlibatan atau implikasi dari peraturan tentang keenam agama
yang di akui Negara di atas, agama dan kepercayaan ataupun aliran

kerokhanian yang tidak diakui oleh negara sedikit banyak pasti akan

?*Ingah, Wawancara, Menganti, 29 Oktober 2017.
®Tohari, “Analisa Pengosongan Kolom Agama di Dalam Kartu Tanda Penduduk”,
http://PemuladiHukumpedia.com/2015/10/20/(Selasa,02 Mei 2017, 13:50).
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mengalami adanya perbedaan atau diskriminasi hak semisal dalam
masalah administrasi, baik administrasi kependudukan maupun lain-lain,
seperti pencatatan perkawinan, dalam Pasal 5 dan 9, yang mewajibkan
dicantumkannya agama dalam administrasi pernikahan. Banyak pemeluk
agama dan kepercayaan yang tidak diakui oleh Negara mengalami
kebingungan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan administrasi
kependudukan. Tidak sedikit pula yang rela mendompleng agama lain agar

administrasi kependudukan dapat berjalan secara mudah.



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Fenomena Pengosongan Kolom Agama

Fenomena pengosongan kolom agama adalah sebuah gejolak yang
terjadi dan dialamai oleh sekelompok masyarakat diamana masyarakat
tersebut menganut atau menjadi penghayat aliran kepercayaan salah
satunya adalah aliran kepercayaan Sapta Darma.

Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan aliran kepercayaan Sapta
Darma adalah sebuah aliran kejawen atau agama kejawen asli Indonesia.
Turunnya Wewarah Kerohanian Sapta Darma ialah merupakan kehendak
mutlak dari Hyang Maha Kuasa dan bukan rekayasa atau racika
perorangan, melainkan asli diterima oleh putra Bangsa Indonesia yaitu
Bapak Hardjosopoero yang selanjutnya dikenal dengan nama/gelar
Panuntun Agung Sri Gutama dan kemunculannyapun sudah cukup lama
tepatnya yaitu pada tanggal 27 Desember tahun 1952 di Pare, Kediri, Jawa

Timur.!

Dalam buku Teori-Teori Sosial Modern Craib Lan menuliskan
bahwa:?

Alfer Schutz, seorang murid Husserl mengatakan, bahwa sebutan fenomenologis
berarti studi tentang cara dimana fenomena, hal-hal yang kita sadari

'Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma Dan Perjalanan Panuntun Agung
Sri Gutama (Sanggar Candi Sapta Rengga-Surokarsan MG.11/472 Yogyakarta 55151,
2010), 3.

’Craib Lan, Teori-Teori Sosial Modern, (Jakarta: Bumi Askara, 1992), 128.
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muncul kepada kita dan cara yang paling mendasar dari pemunculannya
adalah sebagai suatu aliran pengalaman-pengalaman inderawi yang
berkesinambungan yang kita terima melalui panca-indra kita. Bahwa
fenomenologis adalah sebuah penelitian dimana sebuah gejolak
yang timbul dan kita sadari kemunculannya sebagai suatu
pengalaman inderawi yang terus berlangsung dan bersambung yang
kita terima melalui panca indera. Dengan kata lain fenomenologis

adalah kajian tentang munculnya gejolak sosial yang muncul di

sebuah masyarakat dengan kita sadari.

Fenomena pengosongan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk
ini menjadi persoalan yang tidak asing lagi di Indonesia utamanya bagi
warga masyarakat yang memeluk atau menjadi penghayat aliran
kepercayaan seperti Sapta Darma.

Kolom agama dalam sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah
salah satu item yang wajib dicantumkan dan diisi untuk memudahkan
seseorang mengenali identitas orang lain termasuk juga dalam hal
keagamaan atau agama yang di anut oleh seseorang. Dikarenakan pula di
negara kita Indonesia ini tidak mengenal Atheis atau tidak beragama
namun percaya adanya Tuhan.

Kartu Tanda Penduduk sendiri adalah tanda pengenal yang wajib
dimiliki oleh setiap masyarakat khususnya di Indonesia, sebagai sebuah
kartu identitas diri KTP memiliki beberapa komponen yang tercantum dan
wajib di isi diantaranya adalah:

1) NIK

2) Nama

3) Tempat/Tgl Lahir

4) Jenis Kelamin



5)
6)
7)
8)

9)
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Alamat meliputi (RT/RW, Kel/Desa, Kecamatan)
Agama

Status Perkawinan

Pekerjaan

Masa Belaku

10) Kewarganegaraan

Semua item yang ada dalam sebuah kartu tanda penduduk di atas

wajib diisi untuk mempermudah seseorang dalam mendeskripsikan

dirinya. Terlepas dari fungsi KTP sebagai tanda pengenal diri seseorang,

KTP juga memiliki cukup banyak manfaat diantaranya:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

Sebagai kartu identitas diri atau pengenal

Merupakan persyaratan uatama dalam banyak hal.

KTP sebagai jaminan yang terpercaya.

KTP sebagai kartu yang multifungsi (misalnya sebagai 1D Card
dalam prosedur pembuatan ATM, kartu pemilih ketika ada
pemilihan umum atau pemilu).

Sebagai syarat atau tanda atau pemenuh prosedur dalam
penerimaan bantuan dengan berdasarkan kepemilikan KTP.
Tanda pengenal yang diakui secara internasional.

KTP juga dibutuhkan untuk pengurusan ijin.

Bahkan hingga sebagai pengenal ketika terjadi kecelakaan.

Beberapa hal yang memicu pengosongan kolom agama pada Kartu

Tanda Penduduk yang dilakukan oleh warga Penganut Sapta Darma, yaitu,
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dikarenakan para warga Sapta Darma ingin Kerohanian Sapta Darma di
akui sebagai agama di Indonesia bukan lagi kepercayaan. Hal ini sudah
menjadi rahasia umum, bahkan bukan hanya Kerohanian Sapta Darma
yang ingin di akui sebagai agama bukan lagi sebagai kepercayan, bukan
hanya penganut Sapta Darma yang ingin di akui sebagai agama juga
kepercayaan lain yang sama dengan Sapta Darma. Lalu para warga
penganut Kerohanian Sapta Darma juga ingin bahwasannya dalam Kartu
Tanda Penduduk (KTP) ada dua kolom yang membahas atau memperjelas
tentang sebuah agama atau kerohanian yang di anut oleh seseorang jika
Sapta Darma dan kerohanian-kerohanian lain tidak di akui sebagai agama
melainkan kepercayaan yang legal, para warga ingin ada dua kolom dalam
KTP yang pertama “Kolom Agama” yang akan diisi oleh agama-agama
yang di akui di Indonesia antara lain Islam, Katolik, Protestan, Hindu,
Buddha, dan Konghucu, dan kolom yang kedua adalah “Kolom
Kepercayaan” yang akan diisi oleh kepercayaan-kepercayaan dan
kerohanian-kerohanian yang dianut oleh warga masyarakat khususnya di
Kabupaten Gresik seperti Sapta Darma, Gumarang, Darmo Gandhul dan
masih banyak kepercayaan lainnya.

Pengososngan kolom agama di KTP yang dilakukan oleh warga
masyarakat Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik khususnya oleh para
penganut Kerohanian Sapta Darma adalah dikarenakan Sapta Darma tidak
diakui sebagai agama melainkan kepercayaan, sedangkan pada kolom

agama di Kartu Tanda Penduduk hanya ditulis “Agama” tidak ada pilihan
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“Kepercayaan”, maka dari itulah para warga penganut Kerohanian Sapta
Darma memilih mengosongkan kolom agama pada Kartu Tanda
Penduduk. Berbekal tekat yang kuat yang menginginkan Kerohanian Sapta
Darma memiliki hak yang sama seperti agama lain salah satunya dapat
dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk, diakui di mata hukum negara
Indonesia.

Setelah itu lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang
Pencegahan atau Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, inti dari Undang-
Undang tersebut adalah Negara mengakui adanya enam Agama yang
selama ini telah ada dan dipeluk oleh masyarakat Indonesia, agama-agama
tersebut adalah Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Selain enam agama tersebut seperti aliran kepercayaan, negara tetap
memberi ruang untuk eksistensinya asalkan tidak mengganggu dan tidak
melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di Indonesia.

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan salah satunya yang
dilakukan oleh Puji Lestari dalam skripsi yang berjudul Perkembangan
Komunitas Sapta Darma di Kecamatan Juwana Tahun 1958-2005 bahwa:*

Aliran Kerohanian Sapta Darma dipertegas menjadi “Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa”. Legalitas kehidupan Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa dicantumkan dalam ketetapan MPR RI No
IVIMPR/1973-22 Maret 1973. kemudian dikukuhkan kembali oleh
ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1978-11 Maret 1978, pada judul: GBHN
Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial
Budaya. Dengan landasan hukum tersebut mencerminkan adanya jaminan
persamaan antara Kepercayaan dan Agama dalam hal peranan, fasilitas
untuk mengamalkan dan memperkembangankan ajarannya.

3Puji Lestari, “Perkembangan Komunitas Sapta Darma Di Kecamatan Juwana Tahun
1958-2005” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas [lmu Sosial Jurusan Sejarah Universitas
Negeri Semarang 2007), 54. 02 mei 2017, 13:00.
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Dalam penulisan sebuah artikel oleh Tohari yang berjudul Analisa
Pengosongan Kolom Agama di Kartu Tanda Penduduk menjelaskan
bahwa:*

Perhatian pemerintah semakin nyata kepada kehidupan Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan lahirnya keputusan Presiden No. 27
tahun 1978, sebagai realisasi dari ketetapan MPR No. 1V/1978 tentang
pembentukan Direktorat Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa di lingkungan Direktorat Jendral Kebudayaan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah mendapatkan legalitas dari
pemerintah, aliran kepercayaan berkembang dengan pesat.

Namun perhatian pemerintah pemerintah di atas belum sepenuhnya
menaungi  maupun menrangkul keseluruhan penganut penghayat
kepercayaan utamanya di Indonesia. karena masih banyak ditemukan
warga masyarakat penganut penghayat kepercayaan yang masih mengisi
kolom agama di dalam KTP nya dengan mendompleng agama lain,
ataupun diisi dengan tanda strip, hal ini memperlihatkan bahwa penganut
penghayat kepercayaan masih belum seutuhnya mendapatkan hak sipil
mereka secara utuh dan bisa diperkirakan hak politik mereka juga akan
mengalami hambatan.

Pengosongan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk yang
dilakukan warga penganut penghayat kepercayaan Sapta Darma sendiri
sudah berlangsung lama mulai tahun 2007 mereka menginginkan untuk
mengosongkan kolom agam dalam Kartu Tanda Penduduk namun baru

terrealisasikan pada tahun 2009 hingga saat ini. Hal tersebut disampaikan

*Tohari, “Analisa Pengosongan Kolom Agama di Dalam Kartu Tanda Penduduk”,
http://PemuladiHukumpedia.com/2015/10/20/(Selasa,02 Mei 2017, 13:50).
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oleh Bapak Samat selaku Tuntunan Sanggar Candi Busana Dusun Petal
Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik:

“Jadi pengosongan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk yang
dilakukan oleh Warga Sapta Darma itu sudah sejak tahun 2007 ingin
kosong mbak, setelah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang itu,
tapi realisasinya itu baru tahun 2009.””

Para warga Sapta Darma pada akirnya memberanikan diri untuk
mengosongkan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk yang mereka
memiliki atas keinginan dan dukungan dari pemerintah yang secara tidak
langsung tertuangkan dalam Undag-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan. Sejak saat itulah para penganut
penghayat kepercayaan hususnya Sapta Darma berani mengosongkan
kolom agama di Kartu Tanda Penduduk. Hal tersebut disampaikan oleh
Bapak Misman sebagai Ketua Persatuan Warga Sapta Darma Kabupaten
Menganti:

“Kalau saya pribadi mbak adalah ingin jujur kepada diri sendiri dan
masyarakat bahwa saya adalah bukan pemeluk agama yang ada. Dan
pengosongan kolom agama ini adalah untuk melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang ada itu mbak ya di UU Nomor 23 Tahun 2006
itu.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan memang kemudian mengatur bahwa penduduk yang
memeluk agama atau kepercayaan yang belum diakui oleh negara
diperbolehkan untuk tidak mengisi kolom agama tersebut. Namun
meskipun demikian bukan berarti pemenuhan hak-hak mereka utamanya

hak sipil terpenuhi dengan baik, justru dikarenakan hal tersebut muncullah

*Samat, Wawancara, Menganti, 01 November 2017.
®Misman, Wawancara, Menganti, 10 Januari 2018.
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kemungkinan pelanggaran ham dan diskriminasi yang dapat dilakukan
oleh siapa saja mulai dari tingkat aparat pemerintahan hingga warga
masyarakat biasa.’

Hal inilah yang seharusnya sudah tidak lagi terdengar di telinga
kita, dikarenakan kemajuan zaman yang semakin cepat, ilmu pengetahuan
pun sudah dapat diakses mulalui berbagai macam buku dan situs.
Pelanggaran hak atau perlakuan diskriminasi sudah bukan menjadi hal
baru negara Kita, bercermin dari pelanggaran dan perlakuan diskriminasi
hak di masa lalu harusnya sudah tidak terulang di masa sekarang.

Administrasi Kependudukan sendiri adalah sebuah rangkaian
penataan, penulisan, dan penertiban dokumen dan data kependudukan serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor
lain. Kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah
untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang. Jadi administrasi kependudukan adalah bukan
hal sepele, dikarenakan administrasi kependudukan mencatat dan
mendokumentasikan semua peristiwa penting yang terjadi pada penduduk.

Administrasi kependudukan ini diperlukan untuk mendata ataupun
menghimpun data diri dari masyarakat, dan diperlikan untuk perlindungan

dan pengakuan atas kepastian status dan hukum.

’Annisa Mundari, “Analisis Yuridis Pencantuman Agama Dalam E-KTP (KTP
Elektronik)” (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Administrasi Negara
Universitas Hasanuddin Makassar, 2016), 4.
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Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat
diselenggarakan dengan baik sebagai bagian dari penyelenggaraan
administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi
Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak yang bersifat
administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan
dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang bersifat
diskriminatif.®

Administrasi kependudukan diarahkan untuk:®

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi
Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik
yang profesional;

2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk
berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi
Kependudukan;

3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting;

4. Mendukung perumusan kebijakan dan  perencanaan
pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan

5. Mendukung pembangunan sistem Administrasi kependudukan.

Fenomena pengosongan kolom agama dalam Kartu Tanda

Penduduk ini masih menjadi permasalahan yang hangat untuk dibicarakan.

8Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 & Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun
2010 Tentang Administrasi Kependudukan (Bandung: Citra Umbara, 2010), 59.

*Ibid.
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Fenomena tersebut juga menyeret Hak Asasi Manusia, hak-hak dasar
manusia adalah salah satunya hak bebas untuk bebas berfikir,
berkeyakinan dan beragama dimana seseorang bebas memilih dan
meyakini agama atau keyakinan yang dianggapnya benar dan tanpa ada
paksaan dari orang lain.

Terkait fenomena pengosongan kolom agama pada Kartu Tanda
Penduduk ini banyak perntanyaan yang muncul ke permukaan terkait
dengan pemenuhan hak asasi para penghayat aliran kepercayaan salah
satunya warga Sapta Darma. Garis besarnya adalah bagaimana pemenuhan
hak sipil dan hak politik warga Sapta Darma terkait dengan kolom agama
di Kartu Tanda Penduduk yang dikosongkan atau diisi dengan tanda strip
()

Hak sendiri adalah sebuah unsur dasar yang dimiliki oleh seseorang
yang harus dihormati dan dipenuhi dalam sebuah kehidupan. Manusia
sendiri adalah mahluk sosial dengan kata lain manusia masih
membutuhkan bantuan mansuia lain untuk hidup. Dalam kehidupan,
manusia memiliki sebuah hak yang muncul dan ada semenjak manusia itu
dilahirkan, misalnya hak untuk hidup. Dalam sebuah kehidupan sosial
sesama mansuia diharuskan saling menghormati hak sesamanya. Namun
pelanggaran HAM (hak asasi manusia) masih sering ditemui dalam
kehidupan masyarakat kita. Dalam hal ini hak dibagi menjadi dua yaitu
hak sipil dan hak politik, dimana keduanya sama pentingnya untuk

keberlangsungan hidup warga negara.
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Pengosongan kolom agama di KTP mengakibatkan banyak kontra
yang menyangkut HAM, hal ini dikarenakan dimana semua warga negara
Indonesia bebas memeluk suatu agama yang dipercayainya tanpa
membatasi ataupun memaksakan kehendak orang lain, dan agama adalah
termasuk unsur dari HAM. Jika kolom agama dalam sebuah Kartu Tanda
Penduduk dikosongkan maka akan memicu timbulnya permasalahan
seperti kebingungan-kebingungan, khususnya dalam hal administrasi dan
pelayanan publik. Dikarenakan pula agama adalah hal yang sensitif untuk
dibicarakan. Jika sudah demikian maka tidak dipungkiri akan
menyebabkan tidak terpenuhinya hak sipil dan hak politik pada individu
yang bersangkutan oleh pegawai pemerintahan.

Perlakuan diskriminatif dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak
hanya aparat pemerintahan atau unsur elit negara, melainkan elit agama,
individu masyarakat, hingga kelompok masyarakat tertententu juga dapat
melakukan diskriminasi. Hal ini jika terjadi maka akan memicu tidak
terpenuhinya hak seseorang.

Diskriminasi ini sering timbul dikarenakan adanya pemikiran yang
memprioritaskan dirinya sendiri atau bahkn kelomponya sendiri sebagai
yang paling benar, sedangkan diluar mereka adalah salah sehingga harus
dihilangkan. Hal demikian ini sering menimpa kelompok-kelompok
tertentu tapi tidak jarang juga pemikiran seperti ini muncul dalam individu

atau perseorangan.
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Menganut ataupun mempercayai sebuah aliran kerohanian bahkan
sebuah agama adalah hak bagi setiap individu yang dimiliki sejak lahir.
Seseorang tersebut berhak menentukan agama ataupun kepercayaan apa
yang dia anut sesuai dengan kepercayaan dan kenyamanan mereka, bahkan
seseorang diperbolehkan tidak menganut sebuah agama ataupun
kepercayaan sama sekali (atheis) jika itu memang pilihannya. Hanya saja
di negara kita tidak mengenal hal itu.

Agama juga bersifat turun temurun yang artinya di sini agama yang
dianut oleh seseorang bisa dikarenakan turunan dari orang tua ataupun
nenek moyang mereka. Misalnya jika orang tuanya beragama muslim
ataupun hindu, maka secara otomatis anak mereka pasti akan beragama
sama. Namun tidak jarang pula yang berbeda misalnya, orang tuanya
beragama kristen belum tentu anaknya juga mengikuti ajaran yang sama
yang dianut oleh orang tuanya.

Orang tua mempunyai hak atas anaknya namun untuk masalah
kepercayaan orang tua tidak memegang penuh hak atas kepercayaan apa
yang dianut oleh anaknya, hanya saja kebanyakan para orang tua kurang
memberikan kebebasan beragama kepada anak turun mereka, jika ada
orang tua yang membiarkan anak turun mereka memeluk agama yang
berbeda dengannya dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhinya,
dikarenakan pada hakekatnya sebuah keluarga menginginkan berjalan

bersama dengan satu jalan.
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Di Kabupaten Gresik agama adalah menjadi sebuah identitas yang
wajib dimiliki ataupun dianut oleh setiap warga masyarakat. Tidak hanya
agama munculnya beberapa kepercayaan ataupun kerohanian menjadikan
Kabupaten Gresik ini multikultural, tidak hanya soal agama munculnya
beberapa aliran kepercayaan ataupun kerohanian memberikan banyak
warna dalam hal tradisi dan budaya serta memicu munculnya sikap
toleransi.

Namun meskipun kemunculan kerohanian seperti Sapta Darma ini
sudah cukup lama tetapi dimata negara masih mengalami diskriminasi,
seperti tidak diakuinya alirah kepercayaan ini sebagai agama seperti Islam,
Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Hal inilah yang
memnyebabkan terjadinya  diskriminasi  ataupun  memunculkan
kebingungan dalam administrasi dan pencatatan sipil.

Para warga Sapta Darma meminta agar kepercayaan sapta darma
juga di akui sebagai agama atas nama hak asasi manusia. Jika sudah diakui
sebagai agama, warga Sapta Darma akan lebih tenang dalam menjalankan
ibadah dan tidak akan kebingungan lagi dalam penulisan administrasi
kependudukan dan catatan sipil. Seperti yang disampaikan oleh Bapak
Tahan warga Sapta Darma Desa Padeg Kecamatan Cerme Kabupaten
Gresik:

“Saya yo pengenne Sapto Darmo ini wes ga dituduh aliran sesat mbak,
agomo kabe lak nggowo keapikan se mbak, dadie yo wes gausa ngarani
kafir musyrik lah. Terus mane, pengen diakui nang negoro dadi agama
mbak, dadi iso di tulis di KTP mbak. »10

“Tahan, Wawancara, Menganti, 02 Februari 2018.
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Dikarenakan hal itulah banyak para warga khususnya penganut
aliran Sapta Darma yang mau mendompleng agama lain di dalam Kartu
Tanda Penduduk mereka agara dapat mudah mengisi, memenuhi syarat
dan menyelesaikan semua prosedur administrasi dan pencatatan sipil yang
ada agar memenuhi persyaratan sebagai warga negara yang baik yang taat
hukum serta aturan yang berlaku. Namun untuk saat ini para warga Sapta
Darma lebih memilih mengosongkan kolom agama dalam Kartu Tanda
Penduduk yang mereka miliki.

Namun warga Sapta Darma masih memilih mengosongkan kolom
agama di Kartu Tanda Penduduk mereka atau dengan mengisi tanda strip
(-) sebelum apa yang mereka yakini diakui oleh negara daripada harus
mendompleng agama lain untuk mempermudah segala keperluan dan
pemenuhan persyaratan dalam administrasi dan pencatatan sipil. Hal diatas
memperlihatkan ada pelanggaran hak asasi yang dialami oleh para

penganut penghayat kepercayaan khususnya warga Sapta Darma.

Kepercayaan yang mereka yakini tetapi belum diakui sebagai
agama layaknya agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan
Konghucu inilah yang memicu para penganut penghayat kepercayaan
khususnya warga Sapata Darma memilih memperjuangkan hak agama
yang mereka percayai agar sama dengan agama-agama lainnya. Hal ini
berimbas pada tidak terpenuhinya dan muncul beberapa kesulitan bahkan
kebingungan dalam pemenuhan hak sipil dan hak politik warga Sapta

Darma.
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Perlu diketahui bahwa di Indonesia ini nasib yang paling sial yang
bisa dialami oleh seorang manusia selain menjadi atau dicap sebagai kafir
adalah mungkin dituduh menjadi seorang komunis. Yang lebih
memprihatinkan para penghayat kepercayaan khususnya warga Sapta
Darma sering mendapatkan predikat keduanya.

Datangnya pelabelan kafir ataupun komunis ini juga berasal atau
bisa dikatakan sebagai imbas dari keadaan kolom agama di Kartu Tanda
Penduduk yang mereka kosongkan. Kurangnya pengetahuan dari
masyarakat tentang apa itu penghayat kepercayaan dan pengosongan
kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk juga memicu penyematan dua
label diatas.

Pelanggaran hak sipil dan hak politik yang dialami oleh warga
Sapta Darma sendiri terjadi disebabkan dari pengosolngan kolom agama
pada Kartu Tanda Penduduk yang mereka miliki dikarenakan kepercayaan
Sapta Darma yang mereka yakini tidak diakui sebagai agama di Indonesia,
hal itu yang menuntun mereka untuk memberanikan diri meminta keadilan
kepada negara dalam bentuk persamaan hak sepeeti warga negara lain
yang menganut ataupun mempercayai enam agama yang diakui di negara
ini seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Aurti kata sipil adalah sebuah kelas yang melindungi hak-hak warga

masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi swasta, dan
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memastikan kemampuan seseorang untuk ikut serta dalam kehidupan sipil
dan politik negara tanpa diskriminasi atau pembedaan atau penindasan.*

Hak-hak sipil yang ada di setiap negara dijamin didalam Undang-
Undang Dasar. Hak-hak sipil yang bervariasi di setiap negara karena
perbedaan dalam hal kepemimpinan ata demokrasi. Beberapa hak sipil
secara universal yang dikenal oleh seseorang adalah kebebasan berpikir,
berbicara, kebebasan berekspresi, agama serta pengadilan yang adil dan
tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersangkutan.

Perbedaannya, hak sipil adalah hak mendasar yang diperoleh
seseorang sebagai bentuk dari keberadaan seorang manusia. Sedangkan
hak politik ialah hak dasar yang bersifat paten atau harus dimiliki yang
melekat di dalam setiap warga Negara yang harus dijunjung tinggi dan di
hormati oleh Negara dalam keadaan apapun.

Hak sipil dan hak politik dianggap penting untuk dipenuhi,
dikarenakan hak sipil dan hak politik adalah hak dasar seorang warga
negara yang tinggal dan menetap disebuah Negara. Jika hak sipil dan hak
politik dapat terpenuhi maka bisa dikatakan sebuah negara tersebut telah
memerdekakan dan mensejahterakan warga negaranya, namun sebaliknya
jika sebuah negara tidak dapat memenuhi hak sipil dan hak politik warga
negaranya maka negara tersebut bisa dikatakan tidak mensejahterakan

warga negaranya.

“http://id.wikipedia.org/wiki/Hak-Sipil (Minggu, 26 November 2017, 21:48).
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Semua lapisan msayarakat memiliki hak yang sama dimata hukum,
memiliki hak hidup yang sama, dan memiliki hak-hak lainnya yang
pastinya harus disama ratakan termasuk juga memiliki hak untuk
beragama menurut kepercayaannya masing-masing tanpa ada larangan
atau paksaan. Dikarenakan agama adalah sebuah hal yang intim yang
menyangkut cara kepribadian seseorang dalam mencintai penciptanya
maka tidak ada satupun yang dapat melarang seseorang untuk beragama
atau memeluk kepercayaan yang diyakininya.

Namun banyak warga yang menjadi penghayat kepercayaan salah
satunya warga Sapta Darma merasa bahwa hak untuk dapat bebas
beragama di Indonesia masih pilih kasih, pasalnya kepercayaan Sapta
Darma yang mereka anut tidak diakui sebagai agama layaknya enam
agama yang diakui di Indonesia seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu,
Buddha, dan Konghucu, melainkan hanya diakui sebagai kepercayaan.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Saudari Ingah selaku
sekretaris kepercayaan Sapta Darma Kecamatan Menganti:

“Jadi begini mbak, dulu kita ini mengalami kebingunan dalam hal
pencatatan sipil, tidak hanya dialamai oleh para individu warga Sapta
Darma, tapi juga secara kelompok. Tapi memang kebanyak kepercayaan
dari seluruh kepercayaan itu memang yang paling banyak pengikutnya
itu di Sapta Darma, untuk masuk ke kolom agama ya apa kata Hyang
Maha Kuasa aja seperti itu. Memang pertama wahyu ini turun sudah
atas nama agama Sapta Darma, yang kita perjuangkan sekarang itu dua
kolom ini mbak ada kolom agama sendiri ada kolom kepercayaan sendiri
jika Sapta Darma masih tidak bisa diakui sebagai sebuah agama.”"*

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Misman sebagai Ketua

Persatuan Warga Sapta Darma (PERSADA) Kabupaten Gresik:

Ingah, Wawancara, Menganti, 12 Oktober 2017.
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“Dulu ada mbak, tapi ini perseorangan, beliau itu ingin membuat KTP,
merasa bisa, beliau tidak mengikuti aturan yang sudah ada, jadi ketika di
kecamatan ya mengalami penolakan. Harusnya beliau itu menemui RT,
RW, Kelurahan dulu baru bisa ke Kecamatannya. Kalau sudah di tolak
seperti itu ya kita bantu mbak, kita bekali dengan surat jalan atau surat
rekomendasi yang berisi bahwa yang bersangkutan ini adalah benar-
benar warga kami.”™

Kemudian ditambahi dengan pernyataan dari Bapak Tahan sebagai
warga Sapta Darma di Desa Padeg Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik:

“Kesulitane se wes ndak onok mbak, jadi lek saya semisal mau ngurus
KTP ke Kecamatan terus di tolak saya minta surat pengantar dari Ketua
PERSADA, biasanya sudah lancar. Tapi kan mbak, haruse wes gausa
surat pengantar ngono lak wes bisa yo, yo podono wae lah ambek warga
islam laine.”™

Kemudian ditambahi dengan pernyataan dari Bapak Samat selaku
Tuntunan sanggar Candi Busana di Dusun Petal Desa Domas Kecamatan
Menganti Kabupaten Gresik:

“Saya diluar sebagai tuntunan ya sebenarnya saya cuma warga biasa
mbak, saya juga merasakan bagaimana susahnya mengurus hal-hal yang
ada prosedurnya menggunakan KTP, wong kolom agama e kosong gini.
Saya sering diragukan, dikira musyrik dan semacamnya, jadi mau tidak
mau kita harus menjelaskan kepada mereka bahwasannya kita ini
beragamakan Sapta Darma. Dulu banyak dari kita mendompleng agama
lain mbak, supaya dipermudah dalam pencatatan sipil dan sebagainya.
Kan keyakinan saya ini tidak dakui sebagai agama nang Indonesia ini
mbak, jadi yo ndak bisa di masukno kedalam KTP, kan di KTP Cuma ada
kolom “agama” saja tidak ada kolom “kepercayaan”. Maunya kita itu
ya diperlakukan sama, orang yang menganut agama dan kepercayaan
keduanya dapat dimasukkan di kolom KTP.”*®

Hal senada juga di paparkan kembali oleh saudari Ingah selaku
sekretaris kepercayaan Sapta Darma di Kecamatan Menganti Kabupaten
Gresik:

“lya mbak, jadi dulu itu banyak yang mendompleng agama lain, contoh e
saya sebelum memeluk Sapta Darma kan ikut Islam, jadi di KTP saya itu

Misman, Wawancara, Menganti, 01 Januari 2017.
“Tahan, Wawancara, Menganti, 02 Februari 2018.
>Samat, Wawancara, Menganti, 23 Oktober 2017.
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Islam, tapi aslinya Sapta Darma. Karena kalau dulu kita belum berani
mengosongkan kolom agama mbak, soalnya takut dipersulit. Tapi kami
akhirnya memberanikan diri mengosongkan kolom agama dan
berpegang kepada Undang-Undang, bahwasannya kami berhak
mendapatkan pelayanan yang sama dengan pemeluk agama, sebelum iku
mbak yo di bulet-buletno.”*®

Dari paparan di atas diambil kesimpulan bahwasannya warga Sapta
Darma pernah dan masih mengalami diskriminasi hak, meskipun kadar
atau tingkatan diskriminasi hak dulu dan sekarang sudah jauh berbeda.
Pendomplengan agama lain yang dilakukan oleh warga Sapta Darma
semata-mata hanya untuk mempermudah akses dalam pencatatan
administrasi kependudukan.

Awal mulanya masih banyak ditemui para warga Sapta Darma
yang mengalami kesulitan dalam hal administrasi kependudukan
dikarenakan pengosongan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk mereka.

Tidak jarang warga penganut aliran kepercayaan Sapta Darma
sering mendapatkan diskriminasi dalam hal sosial, di lingkungan mereka
sendiri warga Sapta Darma dianggap sebagai penganut aliran sesat.
Banyak warga Sapta Darma yang menyekolahkan anaknya ke sekolah-
sekolah umum dan berbasis agama, namun pelajaran agama yang
diberikan oleh pengajar anak-anak mereka masih mengikuti kurikulum
sekolah yaitu enam agama yang diakui oleh negara. Untuk hal pernikahan
juga tidak dapat dituliskan dalam pencatatan sipil.

Keterbatasan akses untuk hidup sama layaknya warga yang

memeluk agama adalah imbas dari pengosongan kolom agama dan aliran

*Ingah, Wawancara, Menganti, 23 Oktober 2017.
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yang mereka percayai tidak diakui di negara Indonesia ini. Pendomplengan
agama lain pun sering dilakukan oleh warga Sapta Darma, hal ini
dilakukan semata-mata agar dapat dengan mudah dan lancar dalam hal
administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Hak kebebasan dan keamanan pribadi mereka pun sempat
terancam, karena mereka di tuduh peganut aliran sesat. Mereka sering
sembunyi-sembunyi dalam beribadah. Tempat ibadah mereka juga tidak
seperti sekarang, dahulu warga Sapta Darma melakukan ibadah di rumah-
rumah warga Sapta Darma yang mau dijadikan sanggar sementara.

Namun seiring berjalannya dan berkembangnya zaman banyak
kemajuan-kemajuan yang dirasakan oleh warga Sapta Darma, saat ini
pemenuhan hak sipil dan hak politik mereka tidak lagi bermasalah seperti
dulu. Karena Sapta Darma adalah alirang yang legal, tidak hanya itu Sapta
Darma juga sudah tercatat di dalam Kementrian Kebudayaan dan
Pariwisata karena dianggap sebagai salah satu kebudayaan asli Indonesia.

Pemenuhan hak-hak penghayat aliran kepercayaan salah satunya
Sapta Darma sudah semakin terlihat, dimana tidak lagi ditemui para warga
Sapta Darma yang mengalami diskriminasi dalam hal administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, jika hal itu masih ditemui warga Sapta
Darma yang mengalami kesulitan ini akan dikawal dengan surat jalan atau
surat pengantar dari Ketua Persatuan Warga Sapta Darma (PERSADA)
Kabupaten Gresik, surt tersebut menyatakan bahwasannya yang

bersangkutan adalah benar-benar pemeluk atau warga Sapta Darma.
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Dengan demikian yang bersangkutan dapat meneruskan perjalananya
dalam memenuhi administrasi kependudukan.

Berbicara tentang hak hidup warga Sapta Darma mendapatkan
hidup yang sama dan layak dengan warga yang memeluk agama.
Diskriminasi soal hak hidup ini terkadang masih ditemui namun itu
dikarenakan pelaku diskriminasi ini tidak mengetahui apa itu Sapta Darma.
Warga Sapta Darma pun cenderung bersikap terbuka terhadap warga
masyarakat lainnya yang memeluk agama, sesama tetangga.

Dalam hal mengurus administrasi kependudukan warga Sapta
Darma juga sudah tidak mengalami kesulitan lagi karena berpegang
terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan dalam ketentuan Pasal 64 ayat (2) yang menyatakan
bahwa:

“Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi
penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat
dalam database kependudukan.”"’

Dalam hal hak politik warga Sapta Darma tidak lagi mengalami
kebingungan, warga Sapta Darma juga selalu menyalurkan pilihannya
dalam pemilihan umum. Pencatatan administrasi kependudukan pun tidak
lagi mengalami hambatan.

Dalam hal administrasi kependudukan warga Sapta Darma sudah

mulai mendapatkan kemudahan dalam memenuhi persyaratan yang

“Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 & Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun
2010 Tentang Administrasi Kependudukan (Bandung: Citra Umbara, 2010), 38.
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dibutuhkan untuk pencatatan sispil, misalnya ketika ingin mengurus Kartu
Tanda Penduduk dengan kolom agama yang dikosongkan atau diisi
dengan tanda strip (-), warga Sapta Darma yang bersangkutan
mendapatkan surat pengantar atau surat jalan dari ketua PERSADA
Kabupaten Gresik untuk ke Kelurahan lalu berlanjut ke Kecamatan,
setelah data diri mereka akan berakhir di Dispendukcapil Kabupaten
Gresik. Perbedaannya dengan warga biasanya adalah, normalnya warga
yang memeluk “agama” jika ingin mengurus sebuah Kartu Tanda
Penduduh hanya perlu surat pengantar dari RT/RW, setelah itu dilanjutkan
ke Kelurahan, Kecamatan, dan berakhir di Dispendukcapil, jadi lebih
mempersingkat waktu dan lebih mudah memenuhi persyaratan dalam
pencatatan sipil.

Untuk hak politik seperti pemilihan kepala desa atau bahkan bupati
para warga Sapta Darma tidak mengalami kesulitan sama sekali,
dikarenakan data diri mereka sudah ada di database kependudukan
meskipun dengan kolom agama yang kosong namun itu tidak menjadi
halangan warga Sapta Darma dalam menyalurkan suaranya. Namun untuk
berpolitik warga Sapta Darma yang memiliki kursi jabatan di struktural
kelompok Kepercayaan Sapta Darma seperti menjadi ketua PERSADA,
Tuntunan tingkat kelurahan bahkan kecamatan dan kabupaten dilarang
berkoalisi dengan partai politik yang ada karena ditakutkan akan memecah
pemikiran dan kepimpinan mereka dengan warga Sapta Darma, jika yang

bersangkutan tetap ingin berkoalisi dengan partai politik dipersilahkan
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untuk melepas kursi jabatan dalam Sapta Darma, untuk warga Sapta
Darma biasa yang tidak memiliki jabatan struktural dipersilahkan dengan
bebas memilih dan mengikuti partai politik yang mereka sukai namun
diminta agar pembahasan politik ini tidak dibawa dalam ruang lingkup
Sapta Darma.

Hal tersebut tidak berarti bahwa warga Sapta Darma menutup diri
dari hal politik, hanya saja mereka meminimalisir adanya perpecahan yang
muncul jika para pemimpin mereka berkoalisi dengan sebuah partai. Hal
ini berarti bahwa Sapta Darma memiliki sifat netral terhadap kejolak
perpolitikan yang terjadi di Indonesia.

Untuk hak politik warga Sapta Darma satu-satunya yang belum
terpenuhi adalah pengakuan negara atas Sapta Darma sebagai sebuah
agama bukan lagi aliran kepercayaan. Hal ini dipaparkan pula oleh Bapak
Misman sebagai Ketua Persatuan Sapta Darma (PERSADA) Kabupaten
Gresik:

“Saya itu secara pribadi, iya kan, sebenarnya kepingin kembali kalau
Sapta Darma itu awalnya suatu agama maka harus dikembalikan kepada
agama juga, ndak mau disebut lagi sebagai penghayat kepercayaan.
Karena mnurut saya butuh penelitian banyak kenapa saya tidak mau
disebut seperti itu, karena dasar utamanya adalah kembali kepada sabda
Panuntun Agung Srigutomo bahwa Sapta Darma adalah suatu agama ya
kan, kita kembali. Tapi memang untuk menjadi suatu agama resmi di
pemerintah itukan tidak mudah mbak, butuh perjuangan, banyak hal-hal
yang harus dipenuhi, tapi pada dasarnya proses itu kan untuk hal baik
tapi yang paling utama untuk pengakuan di dalam dalam diri para warga
Sapta Darma bahwa Sapta Darma adalah agama saya. Seperti
pengakuan, kita mengaku bahwa Sapta Darma adalah agama saya
walaupun tidak diakui secara resmi oleh negara, tidak masalah, bagi
saya walaupun tidak diakui secara resmi sebagai agama oleh negara
tidak masalah, tapi yang penting kami bisa mengakui bahwa agama
Sapta Darma adalah agama saya dan saya bisa melaksanakan apa yang
menjadi aturan didalam kepercayaan itu. Jadi orang lain ya memang
sebenernya agama di negara kita ini sekarang bebas ya, boleh mengakui,
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sebenarnya pengakuan agama itu adalah pemerintah tidak bisa ikut
campur tergantung dari penghayatnya atau pemeluknya, kalau
pemeluknya mengakui bahwa “ini adalah agama saya” ya pemerintah
tidak bisa apa-apa, itu adalah hak penuh dari penghayat itu sendiri.
Cuma memang kalau mau dijadikan agama resmi harus menemui proses
panjang, walaupun tidak seperti itu ya diakui secara kedalam (diri
masing-masing) ”.'®

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwasannya para warga
Sapta Darma ingin diakui sebagai agama, supaya dapat merasakan
kehidupan yang sama layaknya masyarakat lain yang memeluk “agama”.
Kebebasan beragama adalah salah satu dari wujud terpenuhinya Hak Asasi
Manusia. Selain itu masih ada beberapa hak-hak yang seharusnya
terpenuhi yaitu hak sipil dan hak politik, penulis akan memaparkan
pemenuhan hak sipil dan hak politik warga yang kolom agama di Kartu
Tanda Penduduk nya kosong atau diisi dengan tanda strip (-) khususnya
warga pemeluk penghayat kepercayaan Sapta Darma di Kabupaten Gresik.

Kemajuan dalam pemenuhan hak sipil dan hak politik warga Sapta
Darma di Kabupaten Gresik ini didukung dengan banyak faktor
diantaranya ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah untuk
memenuhi dan menyama ratakan hak penganut penghayat kepercayaan
khusunya Sapta Darma degan pemeluk enam agama yang diakui di
Indonesia. tidak hanya itu aparat pemerintahan yang bertugas memberikan
pelayanan dengan sebaik mungkin dan mengkuti peraturan pelayanan
publik yang ada pun cukup dirasa membantu meskipun masih akan
ditemukan aparat pemerintahan yang tidak sesuai bahkan terkesan

melenceng dan memperlambat pelayanan publik, dan belum diakuinya

¥Misman, Wawancara, Menganti, 01 Mei 2017.
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Sapta Darma sebagai agama ini masih membuktikan adanya hak yang
tidak terpenuhi, hak atas sesuatu yang mereka percayai meskipun hak sipil
dan hak politik mereka berjalan secara normal, hal ini menjadikan beban
tersendiri bagi warga Sapta Darma.

Terlepas dari prosesi atau prosedur diatas terpenuhinya hak
seseorang khususnya warga yang kolom agama di Kartu Tanda Penduduk
nya kosong seperti warga Sapta Darma adalah bergantung juga kepada
aparat pemerintahan, tak jarang masih ditemui pelayan masyarakat yang
tidak bekerja tidak sesuai motto nya, judes dan semacamnya, selain itu
masih ditemukan pula pelayan masyarakat yang tidak mengetahui apa itu
aliran kepercayaan khususnya Sapta Darma, hal inilah yang menyebabkan
molornya sebuah pelayanan.

Hak politik ialah hak dasar yang bersifat mutlak yang melekat di
dalam setiap warga Negara yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh
Negara dalam hal dan keadaan apapun. Dalam hal ini warga Sapta Darma
memiliki hak yang sama dengan masyarakat yang memeluk agama, seperti
dalam hal pemilihan umum, warga Sapta Darma juga menyalurkan
suaranya sesuai hati nurani mereka dan tanpa ada paksaan atau intimidasi
dari pihak manapun. Mereka dengan suka rela menyalurkan suaranya
karena mereka menyadari untuk hidup dalam sebuah negara harus
emngikuti aturan yang ada. Meskipun demikian untuk maju dalam ranah
politik warga Sapta Darma tidak ada halangan berarti, hanya saja tingkat

keterpilihannya mungkin akan sedikit dipertanyakan, dikarenakan agama
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yang dianut dirasa masih belum jelas, tidak tercatat dalam Kartu Tanda
Penduduk, dan juga banyak masyarakat awam masih belum tahu apa itu
aliran kepercayaan khususnya Sapta Darma.

Dalam pemilihan umum warga Sapta Darma tidak apatis, mereka
menyalurkan suara mereka dengan baik, mengikuti aturan yang berlaku di
Indonesia. Hal ini mereka laukan karena ingin memiliki pemimpin yang
baik yang bisa mengayomi dan mensejahterakan rakyatnya. Meskipun
untuk berkecimpung dalam dunia politik warga Sapta Darma terkesan
membatasi diri kenyataannya tidak, warga Sapta Darma tidak diperbolekan
untuk berkoalisi dengan partai politik manapun tapi itu berlaku untuk
warga Sapta Darma yang memiliki jabatan struktural dalam Sapta Darma
seperti warga yang menjabat sebagai Ketua, Sekertaris, dan Tuntunan. Hal
ini dilakukan untuk mengantisipasi agar pemikiran mereka dalam
kepemimpinannya tidak mudah terpecah belah dikarenakan perbedaan
pandangan politik. Sedangkan untuk anggota warga Sapta Darma
dipersilahkan untuk ikut andil dalam perpolitikan bahkan berkoalisi
dengan partai politik manapun. Namun tidak diperkenankan membawa hal
yang berbau politik ke dalam lingkup Sapta Darma. Hal tersebut
berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Misman sebagai Ketua
Persatuan Warga Sapta Darma (PERSADA) Kabupaten Gresik sebagai
berikut:

“Kita tidak pernah melarang warga Sapta Darma untuk berpolitik mbak,
hanya aja untuk yang memiliki jabatan struktural di Sapta Darma seperti
saya kan jadi Ketua PERSADA Kabupaten, terus bu ingah yang
Sekertaris, lalu yang menjadi Tuntunan juga tidak diperbolehkan untuk
berkoalisi dengan partai politik, jika masih tetap ingin berkoalisi dengan
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partai politik ya mereka harus mau melepas jabatan struktural mereka di
Sapta Darma, karena ditakutkan pemikiran mereka terpecah belah mbak,
nah untuk warga Sapta Darma yang tidak menjabat apa-apa
diperbolehkan dan bahkan dipersilahkan jika ingin berkoalisi dengan
partai politik yang ada, namun tidak diperbolehkan membahas hal-hal
yang berbau politik di dalam lingkup Sapta Darma.”™

Namun hal tersebut bukan berarti pemenuhan hak sipil dan politik
terhadap warga Sapta Darma telah terpenuhi dengan baik. Jika kita ingat
kembali dalam kovenan hak sipil dan politik terdapat beberapa hak yang
diantaranya adalah hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama
adalah hak yang dimiliki seseorang dalam hal keyakinan, seseorang bebas
memilih dan meyakini agama yang dianggapnya benar tanpa ada paksaan
dari orang lain meskipun itu adalah orang tua mereka sendiri.

Aliran  kepercayaan Sapta Darma diakui sebagai aliran
kepercayaan, karenanya Sapta Darma tidak dapat tercatat dalam Kartu
Tanda Penduduk dikarenakan hanya ada kolom “agama” tidak ada kolom
“kepercayaan”. Inilah hak politik yang masih diperjuangkan hingga saat
ini oleh warga Sapta Darma.

Dari paparan data di atas dapat diambil kesimpulan, bahwasannya
warga penganut kepercayaan khususnya Sapta Darma masih mengalami
perbedaan hak dan pelayanan formal dan nonformal yang disebabkan oleh
pengosongan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk yang mereka
miliki dikarenakan kepercayaan yang mereka yakini belum diakui sebagai
agama. Dalam pemenuhan hak politik warga Sapta Darma tidak

mengalami diskriminasi, hak mereka sama dengan warga yang memeluk

¥Misman, Wawancara, Menanti, 01 Januari 2018.
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agama, seperti dalam pemilihan umum mereka juga masuk dalam daftar
pemilih. Meskipun demikian tidak menjamin pula terpenuhinya hak sipil
mereka. Para warga Sapta Darma juga menginginkan bahwasannya Sapta
Darma diakui sebagai agama di negara Indonesia ini. Hal seperti inilah
yang seharusnya tidak terjadi di negara kita, berkiblat pada Konvenan
Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik yang meliputi salah satunya
adalah hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama yang artinya
ialah hak yang dimiliki seseorang dalam hal keyakinan, ataupun
kepercayaan mereka atas sang pencipta, seseorang bebas memilik dan
meyakini agama bahkan kepercayaan yang dianggapnya benar tanpa ada
paksaan atau intimidasi dari orang lain meskipun itu orang tua mereka
sendiri.

Inti dari adanya hukum atas pelanggaran sebuah hak hingga
munculya Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik di atas adalah
untuk memberi peringatan dan mengingatkan juga sekaligus menekankan
pentingnya sebuah hak yang ada agar dapat dihormati dan dipenuhi.
Pelayanan Pihak Kecamatan Menganti dan Dispendukcapil
Kabupaten Gresik

Pelayanan Publik yang baik adalah tugas negara melalui
pemerintah. Dalam pemenuhan kebutuhan publik pelayanan publik
diartikan sebagai pemenuhan hak-hak sipil dan politik warga negara.

Palayanan publik tidak melihat strata seorang individu untuk mendapatkan
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pelayanan publik yang baik. Pelayanan publik harus bersifat netral dan
tidak pandang bulu.

Fenomena pengosongan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk
yang dilakukan oleh Warga Sapta Darma ini tidak semata-mata berpihak
pada ataupun pro pada Warga Sapta Darma, tidak sedikit juga masalah-
masalah yang bermunculan semenjak pengosongan kolom agama dalam
Kartu Tanda Penduduk yang dilakukan oleh Warga Sapta Darma tersebut.
Mulai dari kebingungan atas identitas keagamaan, bahkan hingga
pencatatan Administrasi Kependudukan yang juga hal tersebut
menyangkut pelanggaran Hak Sipil dan Hak Politik mereka.

Setelah pengosogan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk yang
mereka miliki, para warga penganut penghayat kepercayaan khususnya
Sapta Darma seringkali mengalami beberapa kebingungan dalam
pelayanan publik administrasi pencatatan sispil. Tidak hanya warga Sapta
Darma yang mengalami kebingunan namun juga aparat pemerintahan yang
melayani pelayanan publik dan juga administrasi pencatatan sipil juga
mengalami kebingungan yang cukup menyulitkan. Hal inilah yang
seringkali memicu tidak terpenuhinya hak-hak sipil dan hak politik warga
penganut penghayat kepercayaan khususnya warga Sapta Darma.

Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani)
keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada
organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah

ditetapkan. Dalam era modernisasi, pelayanan publik telah menjadi
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lembaga dan profesi yang semakin penting. la tidak lagi merupakan
aktivitas sambilan, tanpa payung hukum, gaji dan jaminan sosial yang
memadai, sebagaimana terjadi di banyak negara berkembang pada masa
lalu. Sebagai profesi, pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip
profesionalisme dan etika seperti akuntabilitas, efektifitas, efisiensi,
integritas, netralitas, dan keadilan bagi semua penerima pelayanan.
Sebagai sebuah lembaga, pelayanan publik harus dapat menjamin
keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan pengembangan
kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang berasal dari dan
untuk kepentingan masyarakat. Inti dari pemaparan diatas adalah bahwa
pelayanan publik adalah sebuah jasa berupa pelayanan yang berkaitan
dengan pemenuhan hak sipil dan politik seperti administrasi kependudukan
yang dilakukan oleh aparat pemerintahan yang telah diatur menjadi
sedemikian rupa agar dapat menjalankan tugasnya dalam memberikan
pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat sebagai penerima jasa.?

Peranan pemerintah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
pelayanan publik sangat besar dan berkembang seiring dengan berjalannya
kemajuan zaman dan pengetahuan tentang falsafat negara.

Dalam buku Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik Deddy Mulyadi
menuliskan bahwa:**

Menurut Lonsdale (1994), pengertian dari pelayanan publik ialah segala sesuatu
yang disediakan oleh pemerintah atau swasta karena umumnya
masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, kecuali secara

“Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Bandung: Alfabeta,
2015), 188-190.

bid.
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kolektif dalam rangka memenuhi kesejahteraan sosial seluruh
masyarakat.

Sedangkan pengertian pelayanan publik menurut Undang-Undang
No. 25 Pertahun 2009 ialah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik. Secara luas istilah Pelayanan Publik dapat diartikan
sebagai kegiatan-kegiatan dan obyek tertentu yang secara khusus
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum (the general
public) atau memberikan dukungan terhadap upaya meningkatkan
kenikmatan dan kemudahan (comfort and conveniences) bagi seluruh
masyarkat. Pelayanan publik juga dapat diartikan sebagai layanan berupa
jasa yang diberikan kepada masyarakat oleh aparat pemerintahan agar
dapat memenuhi hak-hak sipil dan politiknya. Di dalam hukum
administrasi negara Indonesia, istilah “pelayanan publik” diartikan
sebagai: “segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat,
instansi pemerintah dan badan hukum maupun sebagai pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan”.”> Pemaparannya sebagai
berikut:

Bapak Dolani Staf Kependudukan di Kecamatan Menganti

Kabupaten Gresik:

?Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Bandung: Alfabeta,
2015), 188-190.
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“Pelayanan publik itu kan sudah ada aturannya mbak, kita sebagai
pemerintah yang memberikan layanan dan masyarakat sebagai penerima
pelayanan. Tidak ada pembedaan. Untuk warga yang memilih
mengosgngkan kolom agama di KTP itu kan pilihan setiap orang
mbak. ”

Hal senada juga di paparkan oleh Andis Staf Kependudukan di
Dispendukcapil Kabupaten Gresik:

“Kita ini kan hanya sebagai pemberi layanan mbak, atau yang melayani,
jadi kita mengikuti aturan-aturan yang berlaku di kantor kita dan di
negara Indonesia utamanya. Kita juga sebaik mungkin mencoba
melayani semua warga khususnya Gresik, selagi mampu dan bisa, itung-
itung kita nabung pahalah lah mbak membantu orang, meskipun kita
tidak tau jumlah pahalanya berapa.”

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik
yang berlaku dan berjalan mulai di tingkat Kecamatan Menganti
Kabupaten Gresik dan di tingkat Dispendukcapil Kabupaten Gresik sudah
mengikuti aturan yang berlaku.

Hal tersebut bukan berarti bahwasannya pelayanan publik yang
telah berlaku atau berjalan telah memenuhi hak-hak warga masyarakat
utamanya warga Sapta Darma. Kebingungan dan keraguan tidak jarang
menghampiri para pemberi layanan atau aparat pemerintahan yang
memberi layanan, meskipun sudah jelas bahwasannya kolom agama di
Kartu Tanda Penduduk mereka kosong atau hanya diisi dengan tanda strip
(-) telah diatur dalam Undang-Undang. Hal ini memicu timbulnya
permasalahan, seperti keraguan pihak aparat pemerintah yang memberikan
layanan terhadap kepercayaan yang dianut seseorang tersebut, jika

demikian warga penganut aliran kepercayaan khususnya Sapta Darma

ZDolani, Wawancara, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, 10 Agustus 2017.
#Andis, Wawancara, Dispendukcapil Kabupaten Gresik, 09 Agustus 2017.
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memberikan surat pengantar dari Ketua Persatuan Warga Sapta Darma
(PERSADA) Kabupaten Gresik agar dapat meneruskan prosedur
administrasi kependudukan, jadi pelayanan publik yang harusnya sudah
dapat terlaksana sedikit molor. Hal ini disarkan oleh hasil wawancara.
Berikut pemaparannya:

Bapak Misman sebagai Ketua Persatuan Warga Sapta Darma
(PERSADA) Kabupaten Gresik:

“Kita akan membekali warga-warga kita yang mendapati Kkesulitan

dilapangan mbak, membekalinya dengan apa? Dengan surat jalan atau

surat rekomendasi mbak yang menyatakan bahwasannya yang
bersangkutan ini adalah benar-benar warga Sapta Darma.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Andis selaku Staf
Kependudukan Dismpendukcapil Kabupaten Gresik:

“Untuk pelayanan kita mengikuti aturan yang ada mbak, tapi jika kita

mengalami kebingungan dalam hal pencatatan sispil seperti menghadapi

warga yang kolom agama di Kartu Tanda Pengenalnya kosong kita

minta surat rekomendasi dari aliran kepercayaan yang dianut, yang

menyatakan bahwasannya warga ini benar-benar anggota aliran

kepercayaan mereka.”?

Hal senada dipaparkan oleh Bapak Dolani selaku Staf
Kependudukan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik:

“Untuk pelayanan kepada warga yang kolom agama di Kartu Tanda

Pengenalnya kosong ini sering membingungkan para petugas dalam

pelayanan masyarkat, tapi kita tetap mengikuti peraturan yang ada

mbak.”*’

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasannya
pemenuhan hak warga Sapta Darma masih belum sama layaknya warga

yang mengaut enam agama yang diakui di Indonesia dan masih banyak

»Misman, Wawancara, Menganti, 01 Januari 2018.
% Andis, Wawancara, Dispendukcapil Kabupaten Gresik, 06 November 2017.
?"Dolani, Wawancara, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, 09 November 2017.
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masyarakat di negara kita ini yang kurang tahu apa itu aliran kepercayaan
ataupun penghayat kepercayaan, budaya-budaya asli nenek moyang pun
sudah banyak yang luntur ditelan zaman, semakin maju zaman semakin
canggih peralatan-peralatan yang ada akan mengalihkan pemikiran dan
pengetahuan Kkita tentang hal-hal yang seperti ini. Jadi sebagai warga
negara yang baik, kita diwajibkan harus pintar dalam mengelola informasi
dan menghadapi kecanggihan teknologi pada zaman sekarang dan bijaklah
dalam menggunakannya.

Pengosongan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk ini
mengalami sedikit kemajuan, untuk yang terkini adalah terisinya kolom
agama dengan kata “Kepercayaan”, namun hal ini masih belum mewakili
keinginan keseluruhan penghayat kepercayaan khususnya warga Sapta
Darma, para warga Sapta Darma menginginkan Sapta Darma di akui
sebagai agama sesuai dengan sabda Panuntun Agung Srigutama bahwa
Sapta Darma adalah suatu agama. Tapi disisi lain para warga Sapta Darma
juga menyadari bahwasannya untuk membawa Sapta Darma ke level
agama sangatlah sulit secara prosedural yang berlaku di dalam negara
Indonesia ini, banyak hal-hal yang harus dipenuhi. Meski demikian tidak
menyurutkan niat warga Sapta Darma dalam beribadah, hal ini tidak begitu
dihiraukan oleh para warga Sapta Darma, karena mereka menganggap
pengakuan negara tidak lah penting yang terpenting adalah antara Hyang

Maha Kuasa dengan hambanya.
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Namun meski pengakuan negara bukanlah hal pokok bagi warga
Sapta Darma, menimbulkan beberapa pro dan kontra, dimana jika
kepercayaan yang mereka akui ini (Sapta Darma) tidak diakui sebagai
agama yang sah di Indonesia para warga Sapta Darma akan memiliki
banyak peluang untuk mendapatkan diskriminasi tidak hanya dalam hal
administrasi negara melainkan yang utama adalah hak mereka.

Kemajuan pencatatan kolom agama dengan adanya Kkata
“Kpercayaan” untuk mengisi di dalamnya tidak serta merta membebaskan
para warga Sapta Darma, bahkan hingga detik ini seluruh warga Sapta
Darma khususnya di Kecamatan Menganti bahkan hingga se Kabupaten
Gresik belum ada satu pun yang memiliki E-KTP (Kartu Tanda Penduduk
Elektronik) ataupun Kartu Tanda Penduduk yang manual. Mengapa
demikian padahal dalam database sudah terisi dengan kata “Kepercayaan”.
Temuan ini saya paparkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak
Andis sebagai Staf Kependudukan di Dispendukcapi Kabupaten Gresik:

“Sebelum tahun 2012 itu kalau agama kepercayaan itu kolomnya
kososng, sekarang ini yang terbaru itu muncul, namanya agama
Kepercayaan, itu bunyinya, mulai SIAK yang terbaru, SIAK itu kan
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, tiap tahun itukan ada
update-tan, ini sepengetahuan saya ini, baru di awal takun 2017 ini. "

Hal senada juga dipaparkan oleh Bapak Dolani sebagai Staff

Kependudukan di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik:

“Itu muncul di KTP Kepercayaan itu, iya sudah di tulis Kepercayaan, di
KTP nya Kosong apa Kepercayaan? (bertanya dengan teman),
Kepercayaan.”*

8 Andis, Wawancara, Dispendukcapil Kabupaten Gresik, 11 Juli 2017.
#Dolani, Wawancara, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, 11 Juli 2017.
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Dari hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasannya para
aparat pemerintahan belum sepenuhnya mengetahui sejak kapan
munculkan kata “Kepercayaan” pada kolom agama dalam Kartu Tanda
Penduduk. Masih ditemukan pula aparat pemerintahan yang belum
mengetahui perekembangan disekitarnya dan menyangkut pekerjaannya.
Namun hal ini tidak semata-mata dikarenakan kurangnya pengetahuan
para aparat pemerintahan dalam hal pelayanan dan perkembangannya.

Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di
lapangan dalam hal ini juga melibatkan warga Sapta Darma, penulis masih
menemukan warga penganut penghayat kepercayaan khususnya Sapta
Darma yang kolom agama di Kartu Tanda Penduduk nya masih kosong
ataupun diisi dengan tanda strip (-), tidak hanya satau atau dua, lebih dari
sepuluh, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Misman
sebagai Ketua Persatuan Warga Sapta Darma (PERSADA) Kabupaten
Gresik, pemaparannya sebagai berikut:

“Untuk saat ini dan sampai detik ini saya dan seluruh warga Sapta
Darma khususnya di daerah Kabupaten Gresik kolom agama di KTP nya
masih kosong atau tanda strip (-) mbak, kita masih nunggu intruksi dari
pihak pemerintah lagi.”®

Dari pemaparan di atas penulis masih menemukan dan mendapati
masalah dimana, munculnya kata Kepercayaan dalam kolom agama dalam
Kartu Tanda Penduduk ini belum dapat terlaksanakan atau terealisasikan
dengan baik, yang dimaksudkan adalah munculnya kata Kekeprcayaan

dalam kolom agama ini hanya dalam sistem database kependudukan saja

%Misman, Wawancara, Menganti, 01 Januari 2018.
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entah itu di database Kecamatan bahkan tingkat Kabupaten, namun
outputnya belum didapati hal yang sama, dalam lapangan penulis masih
menemukan Kartu Tanda Penduduk entah itu E-Kartu Tanda Penduduk
(KTP Elektronik) ataupun Kartu Tanda Penduduk yang manual.

Dari pemaparan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan
bahwasannya masih ada ketidak singkronan yang terjadi dalam hal
administrasi juga pencatatan sipil. Banyak faktor yang mendukung hal
tersebut terjadi, seperti kurang peka atau kurangnya pengetahuan yang
dimiliki oleh masyarakat awam juga para aparatur negara entah itu dalam
tingkat kecamatan ataupun sampai tingkat kabupaten dalam hal-hal seperti
ini msialnya apa itu Sapta Darma, tidak hanya para petugas negara
melainkan juga para petugas pelayanan hak-hak warga lainnya seperti
pegawai Bank, dan masih banyak lagi. Itulah menyebabkan kesulitan yang
muncul dalam pemenuhan hak para warga penganut penghayat
kepercayaan khususnya warga Sapta Darma.

Kemunculan kata “Kepercayaan” pada kolom agama di Kartu
Tanda Penduduk belum bisa mewakili bahkan belum dirasakan oleh warga
penganut penghayat Kepercayaan khususnya Sapta Darma. Pengisian
kolom agama di Kartu Tanda Penduduk dengan kata “Kepercayaan” hanya
ada dalam database kependudukan saja untuk outputnya sendiri masih
belum ada satu pun warga Sapta Darma yang memperbaharui Kartu Tanda

Penduduk yang mereka miliki dengan kolom agama yang diisi
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“Kepercayaan”. Temuan ini saya paparkan atas hasil wawancara dari
beberapa narasumber. Berikut pemaparannya:

Bapak Dolani sebagai Staf Kependudukan Kecamatan Menganti
Kabupaten Gresik:

“Belum ada, sosialisasi sudah ada, dikomputer sudah ada formatnya,
sosialisasi sudah dilakukan dari dulu, tapi warga belum ada yang
merubah KTP-nya. 7%

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Andis sebagai Staf
Kependudukan di Dispenducapil Kabupaten Gresik:

“Untuk yang Sapta Darma ini belum ada mbak, dan saya juga belum
pernah melayani warga pemeluk aliran kepercayaan yang mengganti

kolom agama di KTP nya dengan kata ‘“kepercayaan” selain warga

Sapta Darma”*

Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, sosialisasi yang
dilakukan belum efektif, permasalahan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk
Elektronik) yang menyeret Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sehingga
terbengkalainya program E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik), dan
dari warga Sapta Darma sendiri lebih menginginkan bahwasannya Sapta
Darma diakui sebagai agama bukan kepercayaan, namun warga Sapta
Darma tidak dapat berbuat banyak selain menunggu keputusan dari
pemerintah pusat mengingat permohonan yang diajukan dulu oleh
kelompok aliran lain adalah diakui sebagai kepercayaan, dalam soal ini

warga Sapta Darma hanya sebagai saksi.

$1Dolani, Wawancara, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, 03 Januari 2018.
%2 Andis, Wawancara, Dispendukcapil Kabupaten Gresik, 04 Januari 2018.
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Munculnya kata “Kepercayaan” dalam database kependudukan
juga dirasa belum mewakili warga, warga Sapta Darma menginginkan
bahwa Sapta Darma diakui sebagai agama, jika tidak mereka ingin dalam
Kartu Tanda Penduduk ada dua kolom yaitu kolom “agama” dan kolom
“kepercayaan” jadi warga yang menganut aliran kepercayaan ini dapat
mencantumkan nama kepercayaannya masing-masing ke dalam Kartu
Tanda Penduduk yang mereka miliki.

Dari pergolakan hal-hal yang menyangkut sebuah kepercayaan dan
pelayanan publik yang berlaku di Indonesia ini dapat disimpulkan bahwa
masih ditemukan ketidak samaan dengan tata aturan yang berlaku di
negara ini dengan kenyataan atau kejadian yang ada dalam lapangan.
Penulis masih menemukan beberapa kesulitan yang dialami oleh para
penganut penghayat kepercayaan khususnya warga Sapta Darma.

Fenomena pengosongan kolom agama yang terjadi pada warga
Sapta Darma Kabupaten Gresik ini sedikit banyak mempengaruhi
pemenuhan hak sipil dan hak politik mereka, meskipun tingkat
pelanggaran hak sipil dan politiknya tidak setinggi dulu namun tetap saja
ditemukan persyaratan tambahan yang diberikan oleh aparat pemerintahan
misalnya dalam pencatatan administrasi kependudukan. Hal ini
berlangsung secara turun temurun, jika pemerintah masih menggolongkan
sebuah agama dan kepercayaan dapat dipastikan diskriminasi ham akan

terus terjadi meskipun kadar atau ukurannya rendah.
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Sejalan dengan teori yang diangkat oleh penulis dalam penelitian
ini bahwasannya tugas utama instansi pemerintahan adalah memberikan
pelayanan atau menyelenggarakan pelayanan publik. Deddy Mulyadi
dalam bukunya yang berjudul Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik
mengatakan bahwa:*

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Moenir (1998) bahwa “hak atas pelayanan
itu sifatnya sudah universal, berlaku terhadap siapa saja Yyang
berkepntingan atas hak itu, dan oleh organisasi apa pun juga yang
tugasnya menyelenggarakan pelayanan”.

Deddy Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Studi Kebijakan dan
Pelayanan Publik juga mengatakan bahwa:**

Tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat, menurut
Thoha (1995) Tugas Pelayan lebih menekankan kepada mendahulukan
kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu
proses pelaksanaan urusan publik. Sedangkan tugas mengatur lebih
menekankan kepada kekuasaan atau power yang melekat pada posisi
jabatan birokrasi.

Hal ini menunjukkan bahwasannya para aktor pemerintahan yang
bermain atau ikut andil dalam pengososngan kolom agama ini tidak hanya
para aparat atau instansi pemerintah melainkan juga negara. Dikarenakan
penganut penghayat kepercayaan tidak diakui dalam negara Indonesia ini
menyebabkan pelabelan ataupun judgement terhadap para penganut
penghayat kepercayaan salah satunya warga Sapta Darma, dan
menyebabkan pula pengosongan yang dilakukan oleh para penganut

penghayat kepercayaan salah satunya warga Sapta Darma. Hal tersebut

%Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2015),

189.
*Ibid.
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juga menyebabkan tersendatnya hak sipil dan hak politik para penganut

penghayat kepercayaan salah satunya warga Sapta Darma.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik beberapa
kesimpulan, yaitu:

1. Pemenuhan hak sipil dan politik warga Sapta Darma di Kecamatan
Menganti Kabupaten Gresik belum terpenuhi secara sempurna dan belum
sama seperti pemenuhan hak sipil dan politik pada warga masyarakat yang
memeluk 6 agama yang sudah diakui oleh pemerintah. Hal ini disebabkan
oleh pengosongan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk yang mereka
lakukan dikarenakan kepercayaan mereka (Sapta Darma) tidak diakui
sebagai agama di Indonesia ini, dan dikarenakan pula dalam Kartu Tanda
Penduduk yang ada hanyalah kolom ‘“agama” tidak ditambah dengan
kolom “kepercayaan”. Pengakuan negara soal Sapta Darma sebagai agama
amatlah penting, ini dikarenakan warga Sapta Darma vyakin jika
kepercayaan yang mereka anut telah diakui sebagai “agama” maka
pemenuhan hak sipil dan hak politik mereka akan lebih mudah dan
terpenuhi secara sempurna. Berkaca pada pemenuhan hak sipil dan politik
terhadap warga masyarakat yang menganut ‘“agama”, mereka tidak
mengalami kebingungan bahkan kemoloran dalam hal administrasi dan
pencatatan sipil misalnya, dan dalam hal-hal lain yang menjadikan Kartu
Tanda Penduduk sebagai pemenuh persyaratan. Meskipun sekarang

fenomena pengosongan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk ini
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mengalami kemajuan yakni dalam kolom agama tersebut dapat diisi
dengan kata “Kepercayaan”, tetapi hal tersebut belum memperoleh output
atau hasil yang diinginkan. Sampai detik ini warga Sapta Darma
Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik masih belum ada yang mengganti
Kartu Tanda Penduduk yang kolom agamanya kosong dengan Kartu
Tanda Penduduk yang baru dengan pengisian di kolom agama dengan kata
“Kepercayaan”. Meskipun demikian fenomena pengosongan kolom agama
ipada Kartu Tanda Penduduk ini masih berlangsung dan belum mencapai
titik terang yang pasti, warga Sapta Darma hanya dapat menunggu
keputusan dan instruksi dari pemerintah tentang pengisian kolom agama
pada Kartu Tanda Penduduk mereka.

Pelayanan publik yang sudah dijalankan dan diterapkan oleh pihak
Kecamatan Menganti dan Dispendukcapil Kabupaten Gresik terhadap
penganut penghayat kepercayaan Sapta Darma sudah mengikuti aturan
yang berlaku. Namun hal tersebut bukan berarti pelayanan publik yang
telah berjalan sudah memenuhi hak-hak utamanya warga Sapta Darma.
Meskipun berkiblat pada Undang-Undang yang mengatur tentang
pengosongan kolom agama atau hanya diisi dengan tanda strip (-), tidak
jarang kebingungan dan keraguan menghampiri para aparat pemerintahan
yang bertugas memberikan pelayanan pada masyarakat. Jika sudah
demikian para aparat pemerintahan yang bertugas memberikan pelayanan
pada masyarakat akan memberikan satu persyaratan tambahan yakni

dengan surat pengantar dari Persatuan Warga Sapta Darma (PERSADA)
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Kabupaten Gresik yang menyatakan bahwasannya pihak yang
bersangkutan adalah benar-benar warga Sapta Darma, itu dilakukan agar
pihak yang bersangkutan dapat melanjutkan prosedur administrasi
kependudukan. Hal inilah yang seharusnya tidak perlu dilakukan atau
diberikan oleh aparat pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Kemajuan positif dalam fenomena pengosongan
kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk dengan munculnya Kkata
“Kepercayaan” pada kolom agama tidak mempengaruhi kinerja mereka
selama ini, tidak ada perubahan dalam hal pelayanan publik, bisa dibilang
hampir stagnan dikarenakan meskipun kata “Kepercayan” sudah muncul
dalam kolom agama tetapi hal terebut hanya berlaku dalam database
kependudukan, untuk output atau bukti riil dari munculnya kata
“Kepercayaan” dalam kolom agama tersebut masih belum ditemui dan
belum ada.

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat

menyimpulkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada para pembaca, penulis menyadari bahwa skripsi ini
masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap pembaca
dapat memberikan kritik serta saran yang membangun,
khususnya kepada Dosen Penguiji.

2. Skripsi ini sebagai wujud sumbangsih penulis kepada lembaga

Fakultas untuk memahami tentang fenomena pengosongan
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kolom agama studi tentang pemenuhan hak (hak sipil dan hak
politik) penganut Sapta Darma Kecamatan Menganti
Kabupaten Gresik.

Karena adanya keterbatasan peneliti maka, diharapkan juga
kepada adik-adik tingkat untuk dapat mengembangkan tulisan
ini atau ingin meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang
fenomena pengosongan kolom agama studi tentang pemenhan
hak (hak sipil dan hak politik) penganut Sapta Darma
Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, serta apabila ingin

melakukan penelitian yang sama.
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